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PERATURAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 410 TAHUN 2010
TENTANG

RINCIAN TUGAS POKOK, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATAKERJA

Menimbang

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KOTA BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG,

-a. bahwa Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan OmginiBadan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung, dékapkan
dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 474 Tahif8 Zentang
Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Organisasibhga Teknis
Daerah Kota Bandung;

. bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Daerah Baxtdung Nomor 12

Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan D#&eyth Bandung
Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan SusDngenisasi
Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah KB&ndung,
urusan penanaman modal daerah ditetapkan menjadiarur yang
ditangani oleh Badan Perencanaan Pembangunan DsetalBandung,
maka berdasarkan amanat Pasal 19 Peraturan Daetah B&ndung
Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan SusDngenisasi
Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah KB&adung
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daeréh Bandung
Nomor 12 Tahun 2009, Rincian Tugas Pokok, Fungsug®a Uraian
Tugas dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembanfpaeaah Kota
Bandung perlu diatur lebih lanjut oleh Walikota Bang;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimdksard huruf b,
perlu menetapkan Peraturan Walikota Bandung tenRingian Tugas
Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badareriéanaan

Pembangunan Daerah Kota Bandung
Mengingat ...



Mengingat

10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokokdpoko
Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undiashepag Nomor
43 Tahun 1999;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penygéeagn Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Niepte;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pembant®daerah
sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya debgalang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008;

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentangb&san Batas
Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat Il Bandung dendiabupaten
Daerah Tingkat 1l Bandung;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentandp&gian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Da@ravinsi, dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentangar@asi
Perangkat Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2@@&itang
Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Baera

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 168tang Batas
Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat Il Bandung;

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 28@farig Urusan
Pemerintahan Daerah Kota Bandung;

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2@09%arig
Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Tekagsald di
Lingkungan Pemerintah Kota Bandung sebagaimani tildoah dengan
Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2009;

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 28ti@rig Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahbti+2QRP;
Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 28tiirig Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Talb9n22Q.3;
Peraturan Walikota Bandung Nomor 1000 Tahun 200&itg Tata Cara
Penyusunan Peraturan Walikota, Peraturan Bersameputésan

Walikota, dan Instruksi Walikota;

MEMUTUSKAN ...



Menetapkan

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN WALIKOTA BANDUNG TENTANG RINIAN TUGAS
POKOK, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BANDUNG.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan

1.

2.

Daerah adalah Kota Bandung.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.
Walikota adalah Walikota Bandung.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnyagkat DPRD adalah

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung.
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah KotduBan

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnyagisi SKPD adalah
Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan PetaériDaerah.

Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis D&art@hBandung.
Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan DatsaBatdung.

Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pgumaan Daerah
Kota Bandung.

10.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UdiBlah unsur

pelaksana teknis pada Badan yang berada di bawahettanggung jawab

kepada Kepala Badan.

11.Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Peglegeri Sipil yang

diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh ojebhgteyang berwenang
untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengaasprg dalam rangka

mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Badan.

12.Urusan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang rehgk dan kewajiban

Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus iftumggsi tersebut
yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungglayani,

memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

BAB ...



BAB Il

RINCIAN TUGAS POKOK, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN

TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Pertama
Kepala Badan

Pasal 2

(1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpirsetehng Kepala

Badan.

(2) Kepala Badan mempunyai tugas pokok melaksanakagupenan dan

pelaksanaan kebijakan perencanaan dan pengendpéarbangunan

daerah.

(3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimgbada ayat (2),

Kepala Badan mempunyai fungsi :

a.
b.
c.

perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan;
pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan
pembinaan dan pelaksanaan tugas lingkup perencaesmabangunan
daerah;

pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota asedengan tugas
dan fungsinya; dan

pembinaan, monitoring, evaluasi dan laporan pengegaraan

kegiatan Badan.

(4) Uraian Tugas Kepala Badan adalah sebagai berikut :

a. merumuskan dan menetapkan rencana dan program Beagan

sesuai dengan kebijakan Walikota;

mendelegasikan tugas kepada bawahan berdasarkas pakok,
fungsi dan potensi bawahan agar pekerjaan dasdihakan secara
efektif dan efisien;

mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan amkajak&n
umum Badan agar sasaran tetap terfokus;

membina bawahan dengan cara memotivasi untuk meatkan
produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan

melakukan pembinaan fisik dan mental, pemberian daan
penghargaan, pembinaan pra dan pasca pensiun petgara rangka

meningkatkan kesejahteraan pegawai;

f. memimpin ...



memimpin, mengatur, membina dan mengendalikan patean
program dan kegiatan Badan meliputi Sekretariat,daBg
Perencanaan Tata Ruang Sarana dan Prasarana, Biderganaan
Ekonomi dan Pembiayaan, Bidang Perencanaan SosddyB dan
Kesejahteraan Rakyat, Bidang Perencanaan Pemenmtddidang
Penelitian, Pengembangan dan Statistik, Bidang riRenan Modal,
serta Unit Pelaksana Teknis Bandung Elektronik éhexoent;

. menetapkan Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana (HdENJA)
dalam rangka mewujudkan visi dan misi Badan gunaduleung
terwujudnya visi dan misi Daerabh;

. menyiapkan bahan Laporan Keterangan PertanggurapdawLKPJ)
Walikota, dan menyusun Laporan Akuntabilitas Kiaednstansi
Pemerintah (LAKIP) serta Laporan PenyelenggaraameFatah
Daerah (LPPD) Badan;

menetapkan kebijakan teknis Sekretariat, Bidangeri®anaan Tata
Ruang Sarana dan Prasarana, Bidang Perencanaarmoniikoian
Pembiayaan, Bidang Perencanaan Sosial Budaya dsejakéeraan
Rakyat, Bidang Perencanaan Pemerintahan, Bidangelitram
Pengembangan dan Statistik, Bidang Penanaman Mddait
Pelaksana Teknis Bandung Elektronik Procuremerna deelompok
Jabatan Fungsional;

mengendalikan pemanfaatan dan pengelolaan sarangrdaarana
penunjang pelaksanaan tugas-tugas Badan kepadagButtang di
lingkungan Badan,;

. mengendalikan pemanfaatan dan pengelolaan Keuahgjagkungan
Badan;

menyusun rancangan awal dan rancangan akhir Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) daarRelerja
Pemerintah Daerah (RKPD);

. menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pemban@asaah
untuk penyusunan dokumen Rencana Pembangunan JBagkang
Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka MenBagaah
(RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);

. merumuskan program prioritas dan pagu anggarangaelmhan
penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

. menetapkan petunjuk pelaksanaan perencanaan dagenohan
pembangunan daerah skala kota dan Kecamatan;

p. merumuskan ...



aa.

bb.

CC.

dd.

merumuskan bahan Standar Pelayanan Minimal (SPM)argi
Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan skaddnDae
merumuskan kebijakan pelaksanaan kerjasama pemi@mgantar
daerah, antara daerah dengan swasta dalam darelyen;
merumuskan kebijakan pelaksanaan pengelolaan datandormasi
pembangunan daerah skala Daerah:

merumuskan petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawsisda kota
yang meliputi keserasian pengembangan perkotaanajemen dan
kelembagaan pengembangan wilayah, pengembanganapguman
perwilayahan, serta pengembangan kawasan priarépat tumbuh
dan andalan kota,

merumuskan kebijakan pedoman standar pelayanamtpark skala
Daerah;

merumuskan perencanaan tata ruang yang melipuyiupgnan dan
Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK),
Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang KaStesi@gis;
merumuskan bahan kebijakan pemanfaatan ruang \wildy®aerah

dan kawasan strategis kota;

. mengendalikan pelaksanaan dan sosialisasi Norraagd&t, Prosedur,

dan Kriteria (NSPK) bidang perencanaan dan pendianda
pembangunan;
merumuskan kebijakan strategis operasionalisast&enTata Ruang
Wilayah Kota (RTRWK) dan Rencana Tata Ruang Strat€gta;
merumuskan program sektoral dalam rangka perwujgttaktur dan
pola pemanfaatan ruang wilayah kota dan kawasategts kota;
mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah dan kawatategis
kota;
merumuskan kebijakan penetapan dan pelaksanetunjyk
pelaksanaan pengembangan pembangunan perwilaydiarksta;
merumuskan kebijakan pengembangan kawasan prioritapat
tumbuh dan andalan skala kota;
bimbingan, konsultasi dan koordinasi perencanaatakpanaan dan
pengendalian pembangunan daerah skala kota;
bimbingan, konsultasi dan koordinasi kerjasama @gmgbnan antar
daerah, dan antara daerah dengan swasta, dalalmadaregeri skala
kota;

ee. bimbingan ...



ee.

gg.

hh.

Ji-

kk.

mm.

nn.

00.

pp.

aqg.

IT.

bimbingan, konsultasi dan koordinasi pelayanangiadn skala kota
dan Kecamatan;

bimbingan, konsultasi dan koordinasi pengelolaanvasan dan
lingkungan perkotaan, keserasian pengembangan tparko
pengembangan kawasan prioritas, kawasan cepat tudarmukawasan
andalan, perencanaan kelembagaan dan manajemeerngmnggan
wilayah dan kawasan skala kota dan kecamatan;

melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaambg®gunan
daerah skala kota dan Kecamatan; .

monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaanasaw dan
lingkungan  perkotaan  pengembangan  wilayah tertingga
pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh ddalssm skala
kota, keserasian pengembangan perkotaan, kelembagkmn
manajemen pengembangan wilayah dan kawasan skata ko
mengordinasikan perencanaan kerjasama pembangutemndaerah,
antara daerah dengan swasta dalam dan luar negeri;
mengordinasikan  perencanaan, pelaksanaan dan @valua
pembangunan yang bersumber dari Anggaran PendamEan
Belanja Daerah Provinsi maupun Anggaran PendapktarBelanja
Negara;

merumuskan bahan perencanaan kerjasama pembanguman
Kab/Kota, kerjasama pembangunan dengan swastaasierp
pembangunan dalam dan luar negeri;

menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasagihevaluasi
pimpinan SKPD se-Kota Bandung;

merumuskan kebijakan pengelolaan data dan infornsasia
pengembangan penanaman modal dan promosi daetalksta
merumuskan pedoman, pembinaan, pengawasan, penugnba
potensi dan kerjasama investasi dengan dunia usdingkat kota;
mengendalikan pelaksanaan monitoring dan evalyasiaksanaan
pembangunan daerah skala kota;

merumuskan Laporan Keterangan Pertanggungjawabad<PJjL
Walikota;

mengkoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan svalua
pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah data luar
negeri;

menetapkan bahan kebijakan pemberian dukungan leeggaraan
statistik dasar, survey dan sensus skala kota;

pp. melakukan ...



ss. melakukan pembinaan administratif terhadap péjalnagsional
sesuai dengan peraturan perundang-undangan ydager

tt. mengarahkan pelaksanaan kegiatan/pekerjaan yarmdsaiiakan
oleh kelompok jabatan fungsional di lingkungan Bada

uu. menetapkan pelaksanaan penyelesaian tuntutan petmeaan dan
tuntutan ganti rugi sesuai dengan Pedoman Pengeli{@uangan
Daerah;

vv. menetapkan Bendaharawan Pengeluaran, Pemegang gBaran
Pengurus Barang, Penatausahaan Keuangan, Pejalzisapa
Teknis Kegiatan, Pembantu Bendahara Pengeluaramisgsngan
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah di lingkungdarB

ww. mengkoordinasikan penyusunan telaahan staf bidamgnPanaan
Tata Ruang, Sarana dan Prasarana, PerencanaahBaumkiga dan
Kesejahteraan Rakyat, Perencanaan Ekonomi dan Byaabi,
Perencanaan Pemerintahan, Perencanaan Penelg@gerRbangan
dan Statistik serta Penanaman Modal sebagai badxdimpangan
bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan dan bpbamusan
kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah;

xX. merumuskan kebijakan pengadaan barang dan jasa stektronik;

yy. mengkoordinasikan seluruh kegiatan pemilihan peayledrang dan
jasa secara elektronik;

zz. melaksanakan koordinasi fungsional dengan SKPD, eRetah
Provinsi dan Pemerintah Pusat;

aaa. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanagastiugas di
lingkungan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah

bbb. melaporkan Akuntabilitas Kinerja Badan;

ccc. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanagas t
kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah; dan

aaa. melaksanakan tugas lain dari pimpinan selrgan tugas pokok

dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sekretariat
Pasal 3

(1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris.
(2) Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan isebtiggas Kepala
Badan lingkup kesekretariatan.
(3) Untuk ...



(3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimgtzda ayat (2),

(4)

Sekretaris mempunyai fungsi :

a.
b.

e.

f.

pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan kesektestar
pelaksanaan kesekretariatan Badan yang meliputinggtrasi umum
dan kepegawaian, keuangan dan program;

pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan-tiuggs Bidang;
pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan rencamggapr, evaluasi
dan pelaporan kegiatan Badan;

pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas 8eatetdan

pembinaan, monitoring, evaluasi dan laporan kegikésekretariatan.

Uraian Tugas Sekretaris adalah sebagai berikut :

a.

menyusun rencana kegiatan pelaksanaan program feKeetariat
sesuai dengan kebijakan dan petunjuk Kepala Badan;
mendelegasikan tugas kepada bawahan berdasarkarsamntugas
pokok dan fungsi serta potensi bawahan agar pekeridapat
dilaksanakan secara efektif dan efisien;

mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan rpré@rga di
bidang kesekretariatan Badan agar sasaran tefagusy

membina bawahan dengan cara memotivasi bawahank untu
meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangaiekbawahan;
merumuskan kebijakan pembinaan fisik dan mentahbgeian tanda
penghargaan, pembinaan pra dan pasca pensiun petgara rangka
meningkatkan kesejahteraan pegawai;

memimpin, mengatur, membina, dan mengendalikankpateaan
program dan kegiatan kesekretariatan Badan melifutbagian
Umum dan Kepegawaian, Subagian Keuangan serta @ubag
Program berdasarkan program kerja yang telah gkatg
merumuskan Rencana Strategis (Renstra) dan Rek@&ja (Renja)
Badan;

merumuskan, mengkaji dan memeriksa bahan rencamgrdgram
kerja Subagian Umum dan Kepegawaian, Subagian Kamaserta
Subagian Program,;

merumuskan kebijakan teknis Sekretariat Badan sebpgdoman
pelaksanaan tugas bawahan;

memantau pendistribusian dan pemanfaatan saranapidearana
penunjang pelaksanaan tugas-tugas Badan kepadagBiidang di
lingkungan Badan,;

k. melaksanakan ...
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. melaksanakan koordinasi pelaksanaan administrasunmundan
kepegawaian, administrasi keuangan dan adminigtragram secara
efektif dan efesien;

melaksanakan koordinasi antar bidang dan/atau UPlingkungan
Badan dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas kedjnasa

. mengordinasikan penyusunan rencana kerja, progeafa evaluasi
dan pelaporan dari masing-masing bidang, unit galak teknis serta
Jabatan Fungsional;

. mengordinasikan/mengkompilasi bahan dalam rangkayiggan
rancangan awal dan penyusunan rancangan akhir Renca
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) daareKerja
Pemerintah Daerah (RKPD);

. mengkaji dan mengordinasikan bahan dalam rangkgepemrggaraan
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah untykspean
dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang D&dpPdR),
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPAMD)
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);

. mengkaji program prioritas dan pagu anggaran sébaghan
penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,;

. mengkaji rumusan petunjuk pelaksanaan perencanaam d
pengendalian daerah skala kota dan pembangunamidtana

mengkaji rumusan Standar Pelayanan Minimal (SPMJlariy
perencanaan pembangunan skala Kota;

. mengkaji bahan kebijakan kerjasama pembangunan éa¢sah kota

dengan swasta dalam dan luar negeri;

mengkaji dan memeriksa rencana kebutuhan anggaharniatrasi
umum, kebutuhan dan usulan kepegawaian, kebutuken tdis

kantor, serta perlengkapan Badan;

. mengordinasikan pelaksanaan kegiatan pencatatarerimpean,
pengeluaran dan pertanggungjawaban keuangan Badaai slengan
Pedoman Standar Akuntansi Pemerintah;

. memantau kegiatan pemeriksaan dan penelitian Kc@ag Surat
Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UR),FRumintaan
Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU), Surat Permintaambd&®eran
Tambahan Uang (SPP-TU), Surat Permintaan Pembayaragsung
(SPP-LS) sesuai dengan Pedoman Pengelolaan KeuBagaah;

w. merumuskan ...
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w. merumuskan bahan penyusunan Laporan KeterangaanBguing
Jawaban (LKPJ) Walikota, dan menyusun Laporan Adilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) serta Laporanf®lenggaraan
Pemerintah Daerah (LPPD) lingkup Badan;

X. merumuskan bahan pelaksanaan penyelesaian tuntutan
perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi sesuai demlgEloman

Pengelolaan Keuangan Daerah di lingkungan Badan;

y. merumuskan bahan usulan Bendaharawan PengeluagamgBng
Barang, Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksama Kegiatan,
Pembantu Bendahara Pengeluaran, Sekretaris kegsssumai dengan

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah di lingkungdarB

z. membuat telaahan staf kesekretariatan sebagai hadréimbangan
pengambilan keputusan pimpinan;

aa. melakukan hubungan kerja fungsional dengan SK®®nerintah

Provinsi dan Pemerintah Pusat;

bb. melakukan pembinaan, monitoring, evaluasi, daelaporan

pelaksanaan tugas lingkup kesekretariatan;

CC. menyusun laporan pelaksanaan  tugas  sebagai n baha
pertanggungjawaban di bidang kesekretariatan umliskmpaikan
kepada Kepala Badan; dan

dd. melaksanakan tugas lain dari pimpinan sesugatetugas pokok dan
fungsinya.

(5) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaidimmaksud pada
ayat (2) dan ayat (3), Sekretaris membawahkan :
a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
b. Subbagian Keuangan;

c. Subbagian Program.

Paragraf 1
Subbagian Umum dan Kepegawaian
Pasal 4
(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorkepala
Subbagian.
(2) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyaas tyogpkok

melaksanakan sebagian tugas Sekretaris lingkupmudain kepegawaian.

(3) Untuk ...
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(3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimgtzda ayat (2),

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunygsiun

a. penyusunan rencana dan program pengelolaan admasnismum dan
kepegawaian Badan;

b. pengelolaan administrasi umum yang meliputi pesigah naskah
dinas, penataan kearsipan Badan, penyelenggaemam&htanggaan
badan, pengelolaan perlengkapan dan administrgalgean dinas;

c. pelaksanaan administrasi kepegawaian yang melifamiatan
penyiapan bahan penyusunan rencana mutasi, cusiplialj
pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai; dan

d. evaluasi dan pelaporan kegiatan lingkup administtasum dan
kepegawaian.

(4) Uraian Tugas Kepala Subbagian Umum dan Kepegavealalah sebagai
berikut :

a. menyiapkan dan menyusun rencana dan program $&sjgai dengan
lingkup dan tugasnya berdasarkan kebijakan dan aaratari
Sekretaris;

b. membagi tugas kepada bawahan berdasarkan rumugas pokok
dan fungsi serta potensi bawahan agar pekerjagat ddaksanakan
secara efektif dan efisien;

c. mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan mrdgrga di
Subbagian Umum dan Kepegawaian agar sasaran éefalus;

d. membina bawahan dengan cara memotivasi bawahank untu
meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangaiekbawahan;

e. menganalisis bahan pembinaan fisik dan mental, paarb tanda
penghargaan, pembinaan pra dan pasca pensiun petgara rangka
meningkatkan kesejahteraan pegawai;

f. memimpin, mengatur, membina dan mengendalikan patean
tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian;

g. meganalisis bahan kebijakan teknis Sekretariat Badabagai
pedoman pelaksanaan tugas;

h. menyiapkan bahan konsep naskah dinas sesuai petianjyimpinan
yang meliputi administrasi umum dan kepegawaian;

I. menyusun dan/atau mengoreksi naskah dinas sesugardeTata
Naskah untuk ditandatangani pimpinan;

J. mengordinasikan pengelolaan naskah dinas, kearsigsumi dengan
Pedoman Tata Naskah Dinas;

k. mengordinasikan ...
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mengordinasikan  pelayanan kerumahtanggaan Badanuk unt
mendukung pelaksanaan tugas Badan;

mengordinasikan penatausahaan perlengkapan/asseiarkan dinas
dan administrasi perjalanan dinas sesuai dengacamanprogram

yang telah ditetapkan;

. melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana Jau@ameliputi

perencanaan kebutuhan barang, pengadaan, pendigtnb
pemanfaataan, pemindahtanganan, penghapusan, @EEayavdan
pengendalian sarana dan prasarana

menyusun dan/atau mengoreksi bahan PenyusunamSisiermasi
Manajemen Kepegawaian, mutasi pegawai sesuai deRgdoman
Pola Karier Pegawai;

menyusun dan/atau mengoreksi bahan pembinaan iwlisipl
pengembangan pegawai, potensi dan kompetensi piegaviak
meningkatkan kapasitas dan kinerja pegawai;

melaksanakan pendistribusian dan administrasi haslkaas sesuai
petunjuk dari Sekretaris;

melaksanakan pengolahan dan penataan arsip naskah d
memberikan saran dan bahan pertimbangan kepadat&ekisebagai
bahan pengambilan keputusan/kebijakan di bidarsg uahha umum
dan kepegawaian;

menyusun dan/atau mengoreksi bahan pembinaan inlisipituk
meningkatkan kapasitas dan kinerja pegawai;

menyusun dan/atau mengoreksi bahan pengembangaawgeg
potensi dan kompetensi pegawai;

membuat telaahan staf sebagai bahan kebijakamangiadministrasi
umum dan kepegawaian;

melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKPDneHRatah
Provinsi dan Pemerintah Pusat;

mengevaluasi, melaporkan dan mempertanggungjawabkan
pelaksanaan tugas-tugasnya kepada Sekretaris;

melaksanakan tugas lain yang diperintahkampipan sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

Paragraf ...
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Paragraf 2
Subbagian Keuangan

Pasal 5

(1) Subbagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala&yian.

(2) Kepala Subbagian Keuangan mempunyai tugas pokdiksamakan
sebagian tugas Sekretariat lingkup keuangan.

(3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimgtzda ayat (2),

Kepala Subbagian Keuangan mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana dan program pengelolaan admasnikeuangan
Badan;

b. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan utielggiatan
penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, thasrdi
penyusunan anggaran, koordinasi pengelola dan pdab@n
keuangan dan menyusun laporan keuangan Badan; dan

c. evaluasi dan pelaporan lingkup pengelolaan admasistkeuangan
Badan.

(4) Uraian Tugas Kepala Subbagian Keuangan adalah aeterkut :

a. menyiapkan dan menyusun rencana dan program $&sjgai dengan
lingkup dan tugasnya berdasarkan kebijakan dan aaratari
Sekretaris;

b. membagi tugas kepada bawahan berdasarkan rumugas pokok
dan fungsi serta potensi bawahan agar pekerjagat ddaksanakan
secara efektif dan efisien;

c. mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan mrdgrga di
Subbagian Keuangan agar sasaran tetap terfokus;

d. membina bawahan dengan cara memotivasi bawahank untu
meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangaiekbawahan;

e. menganalisis bahan kebijakan teknis Sekretaris geébpedoman
pelaksanaan tugas;

f.  memimpin, mengatur, mengendalikan kegiatan admasiskeuangan
yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan evaagdsai pelaporan
pengelolaan keuangan Badan;

g. menyiapkan bahan konsep naskah dinas bidang kewasgsuai
petunjuk dari Pimpinan;

h. menyiapkan dan menyusun Rencana Anggaran untulnjBeladak

Langsung dan Belanja Langsung pada Badan;

i. melaksanakan ...
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i. melaksanakan proses pengelolaan keuangan sertaulpgambuntuk
belanja pengeluaran;

j. melaksanakan proses akuntansi dan pelaporan peahgan
keuangan pada Badan;

k. memantau kegiatan pemeriksaan dan penelitian Keipag Surat
Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UR),FRumintaan
Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU), Surat Permintaamb@e@ran
Tambahan Uang (SPP-TU), Surat Permintaan Pembayaragsung
(SPP-LS) sesuai dengan Pedoman Pengelolaan KeuBagaah;

l.  menyusun dan/atau mengoreksi bahan penyusunaratageuangan
Badan sesuai dengan Pedoman Pengelolaan KeuangeahDa

m. menyiapkan bahan pelaksanaan penyelesaian tumgetbandaharaan
dan tuntutan ganti rugi sesuai dengan Pedoman Péaeye Keuangan
Daerah di lingkungan Badan;

n. menyiapkan bahan usulan Bendaharawan Pengeluammegang
Barang, Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksama Kegiatan,
Pembantu Bendahara Pengeluaran, Sekretaris Kegssisumai dengan
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah di lingkungdarB

aa. membuat telaahan staf sebagai bahan kebijakanbiadhng
penatausahaan keuangan;

bb. melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKP&merintah
Provinsi dan Pemerintah Pusat;

cc. mengevaluasi, melaporkan dan mempertangguagjcam
pelaksanaan tugas-tugasnya kepada Sekretaris.

dd. melaksanakan tugas lain yang diperintahkarpipiam sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Subbagian Program
Pasal 6

(1) Subbagian Program dipimpin oleh seorang Kepala &giab.
(2) Kepala Subbagian Program mempunyai tugas pokokaksehakan

sebagian tugas Sekretariat lingkup program.
(3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimgbksda ayat (2),

Kepala Subbagian Program mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana dan program pengelolaan adm@msnigirogram

kerja Badan;

b. pelaksanaan ...
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b. pelaksanaan pengendalian program meliputi kegiaeagiapan bahan
penyusunan rencana kegiatan Badan, koordinasi pengn rencana
dan program Badan serta koordinasi pengendaliagrgorg dan

c. evaluasi dan pelaporan lingkup pengelolaan admasistprogram
kerja Badan.

(4) Uraian Tugas Kepala Subbagian Program adabhagai berikut :

a. menyiapkan dan menyusun rencana dan program $&sjgai dengan
lingkup dan tugasnya berdasarkan kebijakan dan aaratari
Sekretaris;

b. membagi tugas kepada bawahan berdasarkan rumugas pokok
dan fungsi serta potensi bawahan agar pekerjagat ddaksanakan
secara efektif dan efisien;

c. mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan mrégrga di
Subagian Program agar sasaran tetap terfokus;

d. membina bawahan dengan cara memotivasi bawahank untu
meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangaiekbawahan;

e. memimpin, mengatur, membina dan mengendalikan gafadan
tugas Subagian Program;

f. mengkompilasi, menyusun program dan kegiatan adtasii umum
dan publik bekerjasama dengan bidang-bidang danterkait serta
mengkoordinasikan, mengusulkan dan merevisi sésaituhan;

g. menyusun bahan kebijakan operasional Program Basidragai
pedoman pelaksanaan Program dan Kegiatan Badan;

h. menganalisis bahan dalam rangka penyelenggaraanyamiasah
Perencanaan Pembangunan Daerah untuk penyusunameiok
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RFRBE@pana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) daarRelerja
Pemerintah Daerah (RKPD);

I. menganalisis bahan kebijakan teknis Sekretaris ge¢bpedoman
pelaksanaan tugas;

j.  menganalisis bahan perumusan program prioritasnbsel@agai bahan
perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Badan;

k. menganalisis bahan perumusan Standar Pelayanamir{SPM)
bidang perencanaan pembangunan skala kota;

I.  mengkaji memeriksa dan mengkompilasi rancangararedprogram
kerja Badan;

m. memberikan ...
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m. memberikan dukungan penyusunan bahan Rencana Pgumiaan
Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jaregi@enddh
(RPJM), Rencana Kerja pemerintah daerah (RKPD), c&em
Strategis (Renstra) SKPD, Rencana Kerja (Renjguaalengan misi
dan visi Badan serta Laporan Keterangan Pertangmuaban
(LKPJ) Wallikota;

n. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepadat&&kryang
berkaitan dengan tugas Subbagian Program sebaghanba
pengambilan keputusan/kebijakan;

0. mengordinasikan pelaksanaan kegiatan penyusunagrapmokerja
Badan sesuai dengan Kebijakan Kepala Badan;

p. menyusun dan/atau mengoreksi bahan penyusunanaprogerja
Badan dan membuat laporan kemajuan pelaksanaaat&egesuai
dengan kebijakan Kepala Badan;

g. mengkompilasi bahan penyusunan Laporan Akuntabilikanerja
Instansi Pemerintah (LAKIP) lingkup Badan;

r. membuat telaahan staf sebagai bahan kebijakan dangi
penatausahaan keuangan;

s. melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKPDneHRatah
Provinsi dan Pemerintah Pusat;

t. mengevaluasi, melaporkan dan mempertanggungjawabkan
pelaksanaan tugas-tugasnya kepada Sekretaris;

u. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpsesuai dengan

tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Bidang Perencanaan Tata Ruang, Sarana dan Prasarana
Pasal 7

Bidang Perencanaan Tata Ruang, Sarana dan Prasdipumgpin oleh
seorang Kepala Bidang.

Kepala Bidang Perencanaan Tata Ruang, Sarana dasar&mna
mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tuggmld Badan
lingkup perencanan tata ruang, sarana dan prasaran

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimgbsda ayat (2),
Kepala Bidang Perencanaan Tata Ruang, Sarana dasar&mna

mempunyai fungsi :

a. penyusunan ...
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a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis araac lingkup
perencanaan tata ruang dan lingkungan hidup, g@tancanaan
sarana dan prasarana,

b. penyusunan petunjuk teknis lingkup perencanaan masmg dan
lingkungan hidup, serta perencanaan sarana daargnas

c. pembinaan dan pelaksanaan pengkoordinasian pergmusun
perencanaan pembangunan lingkup perencanaan tatag rdan
lingkungan hidup, serta perencanaan sarana daargnas dan

d. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kpal@man
perencanaan lingkup perencanaan tata ruang dgkufigan hidup,
serta perencanaan sarana dan prasarana.

(4) Uraian Tugas Kepala Bidang Perencanaan Tata Ru@aggna dan

Prasarana adalah sebagai berikut :

a. menyusun rencana dan program kerja Bidang Peremcaiata
Ruang, Sarana dan Prasarana,;

b. membagi dan mengarahkan tugas kepada bawahan ddatas
rumusan tugas pokok dan fungis serta potensi awadpar tugas dan
tanggungjawab dapat dilaksanakan secara efektiéfisien;

c. mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaaas tBydang
Perencanaan Tata Ruang, Sarana dan Prasaranaab@adgsrogram
kerja yang telah ditetapkan;

d. mengkaji dan memeriksa bahan rencana dan prograja Ralang
Perencanaan Tata Ruang, Sarana dan Prasarana;

e. mengkaji dan memeriksa bahan perencanaan tata yasggmeliputi
penyusunan dan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilagth
(RTRWK), penyusunan dan penetapan Rencana TatagR{mmasan
Strategis kota;

f. mengkaji dan memeriksa bahan kebijakan pemanfaatary wilayah
di Daerah dan kawasan strategis kota;

g. mengkaji dan memeriksa bahan pelaksanaan dan isod&rma,
Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) bidang psxeaan dan
pengendalian pembangunan;

h. mengkaji dan memeriksa bahan kebijakan strategesaspmnalisasi
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK) dan RencBaia
Ruang Strategis Kota,

I. mengkaji ...
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mengkaji bahan untuk perumusan dokumen perencafa@nmulai
dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang DaerahPIRPJ
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPREM2RaNa
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) lingkup Perencarkata Ruang,
Sarana dan Prasarana;

mengkaji bahan untuk penyusunan Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Bandung lingRepencanaan
Tata Ruang, Sarana Dan Prasarana;

mengkaji bahan dalam rangka penyelenggaraan Musghwa
Perencanaan Pembangunan Daerah untuk penyusunameiok
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RFR@mana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) danarrenc
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) lingkup Perencarkata Ruang,
Sarana dan Prasarana;

Mengkaji bahan dalam rangka penyusunan rancangacaRa Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) dengan menggunakan Reri€ana
SKPD yang berada dalam koordinasi Bidang Perenocarada
Ruang, Sarana Dan Prasarana;

. mengkaji bahan perumusan program prioritas dan paEYggaran
sebagai bahan perencanaan Anggaran PendapatareldajaBDaerah
Lingkup Perencanaan Tata Ruang, Sarana Dan Prasaran

. mengkaji dan memeriksa bahan Program sektoral dakamgka
perwujudan struktur dan pola pemanfaatan ruangyaliakota dan
kawasan strategis kota,

. mengkaji dan memeriksa bahan pengendalian pemanfaatng
wilayah kota dan kawasan strategis kota, kebijaganetapan dan
pelaksanan petunjuk pelaksanaan pengembangan pgumaan
perwilayahan skala kota, kebijakan pengembangaraganvprioritas,
cepat tumbuh dan andalan skala kota, bahan bimmingmsultasi
dan koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan peaiigend
pembangunan daerah skala kota;

. mengkaji dan memeriksa bahan bimbingan, konsuli@sikoordinasi
kerjasama pembangunan antar daerah dan antarahdderman
swasta, dalam dan luar negeri skala kota, bahahibgan, konsultasi
dan koordinasi pelayanan perkotaan skala kota deamdatan;

. mengkaji dan memeriksa bahan bimbingan, konsud@sikoordinasi
pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan, d&wsaar
pengembangan perkotaan, pengembangan kawasaragti@awasan
cepat tumbuh dan andalan, perencanaan kelembagaanahajemen
pengembangan wilayah dan kawasan skala kota daam&tan;

r. mengkaji ...
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r. mengkaji dan memeriksa bahan monitoring dan eviahelaksanaan
pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan, peragegan
wilayah tertinggal, pengembangan kawasan prioricapat tumbuh
dan andalan skala kota, keserasian pengembangakotgser,
kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayalkateasan
skala kota;

s. melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan apgoran
Lingkup Tata Ruang dan Lingkungan Hidup serta Reneaan Sarana
dan Prasarana Kota,

t. menyusun konsep petunjuk teknis bahan perencanekakspnaan
Standar Pelayanan Minimal Bidang Perencanaan Tadéady Sarana
dan Prasarana;

u. melaksanakan koordinasi pembinaan dan penyusunend2@aan
Pembangunan Lingkup Perencanaan Tata Ruang, Sadana
Prasarana;

v. merumuskan dan/atau mengkaji Rencana Strategis n@ida
Perencanaan Tata Ruang, Sarana dan Prasarana;

w. membuat telaahan staf bidang Perencanaan TatggR8armana dan
Prasarana untuk pertimbangan pengambilan kepukeyaaia Badan;

X. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan di BidangnEanaan Tata
Ruang, Sarana dan Prasarana kepada Kepala Badan;

y. melakukan pembinaan, monitoring, evaluasi, dan poetn
pelaksanaan perencanaan lingkup bidang perencatag@anruang,
sarana dan prasarana,

z. melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKPDneHRatah
Provinsi dan Pemerintah Pusat;

aa. melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpisesuai bidang
tugasnya.

(5) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaidienaksud pada
ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang PerencanatmRiaang, Sarana dan
Prasarana, membawahkan :

a. Subbidang Perencanaan Tata Ruang dan LingkungampHid

b. Subbidang Perencanaan Sarana dan Prasarana.

Paragraf 1
Subbidang Perencanaan Tata Ruang dan Lingkungaup Hid
Pasal 8
(1) Subbidang Perencanaan Tata Ruang dan Lingkungarp Higimpin oleh
seorang Kepala Subbidang.
(2) Kepala ...
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(2) Kepala Subbidang Perencanaan Tata Ruang dan LiggkurHidup

mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugasld& Bidang
Perencanaan Tata Ruang, Sarana dan Prasaranglipgiencanaan tata
ruang dan lingkungan hidup.

(3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimgkzda ayat (2),

Kepala Subbidang Perencanaan Tata Ruang dan Liggkurdidup

mempunyai fungsi :

a. penyusunan program dan rencana kerja lingkup panaaa tata ruang
dan lingkungan hidup skala makro;

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis peraacan
pembangunan lingkup perencanaan tata ruang ddauhggn hidup;

c. pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan perencgeadrangunan
lingkup perencanaan tata ruang dan lingkungan higuym meliputi
penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRW&n)
lingkungan hidup, serta kerjasama perencanaan gegnban tata
ruang dan lingkungan hidup; dan

d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup peraapatata ruang

dan lingkungan hidup.

(4) Uraian Tugas Kepala Subbidang Perencanaan TatggRiaanLingkungan

Hidup adalah sebagai berikut :

a. memimpin, mengatur dan mengawasi pelaksanaan kadtatbbidang
Perencanaan Tata Ruang dan Lingkungan Hidup yanlputie
perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan;

b. membagi dan mengarahkan tugas kepada bawahan drdatas
rumusan tugas dan potensi bawahan agar tugas dggutegjawab
dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;

c. mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaaniatéeg
Subbidang Perencanaan Tata Ruang dan LingkungampHidsuai
dengan kebijakan umum daerah;

d. mengkaji bahan untuk perumusan dokumen perencdfata mulai
dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang DaerahPQRPJ
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPREiZana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) lingkup Perencarieata Ruang
dan Lingkungan Hidup;

e. mengkaji bahan untuk penyusunan Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota lingkup Pereaaan Tata
Ruang dan Lingkungan Hidup;

f. mengkaji ...
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mengkaji bahan dalam rangka penyelenggaraan Musghwa
Perencanaan Pembangunan Daerah untuk penyusunammelok
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPREMjana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) daarRelerja
Pemerintah Daerah (RKPD) lingkup Perencanaan Tat@ndr dan
Lingkungan Hidup;

. mengkaji bahan dalam rangka penyusunan rancangacaRae Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) dengan menggunakan Rerni€arja
SKPD yang berada dalam koordinasi Bidang Perenoahata Ruang
Sarana dan Prasarana;

. mengkaji bahan perumusan program prioritas dan p@ETIgaran
sebagai bahan perencanaan Anggaran PendapatareldamB)aerah
lingkup Perencanaan Tata Ruang dan Lingkungan Hidup
mengumpulkan dan menganalisis data dan informasgkuip
perencanaan pembangunan tata ruang dan lingkumdsm h
menyiapkan bahan rumusan kebijakan teknis linglarpnranaan tata
ruang dan lingkungan hidup;

. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan perencgemabangunan
lingkup tata ruang dan lingkungan hidup yang meiipenyusunan
pedoman, standar dan perencanaan Tata Ruang dakubgan
Hidup;

menyusun rencana pembangunan pengelolaan pengemnbdatn
ruang dan lingkungan hidup;

. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pea@sc lingkup
tata ruang dan lingkungan hidup;

. membuat telaahan staf menegenai perencanaan pgumaanlingkup
tata ruang dan lingkungan hidup untuk pertimbangangambilan
keputusan Kepala Bidang Perencanaan Tata Ruangneébatan
Prasarana,

. menyusun dan/atau mengoreksi naskah dinas sesugardeTata
Naskah untuk ditandatangani pimpinan;

. menyusun dan/atau menyiapkan bahan penyusunan riReStategis
lingkup perencanaan tata ruang dan lingkungan hidup

. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Subbidaegderaan Tata
Ruang dan Lingkungan Hidup kepada Kepala Bidangri®anaan
Tata Ruang, Sarana dan Prasarana;

melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKPDneHRatah
Provinsi dan Pemerintah Pusat;

. melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinaruasebidang
tugasnya.

Paragraf ...
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Paragraf 2
Subbidang Perencanaan Sarana dan Prasarana

Pasal 9

(1) Subbidang Perencanaan Sarana dan Prasarana dipoighinseorang
Kepala Subbidang .

(2) Kepala Subbidang Perencanaan Sarana dan Prasaeamaunyai tugas
pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Perencafsta Ruang,
Sarana dan Prasarana lingkup perencanaan sarapeadarana kota.

(3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimakgatd(2) Pasal
ini, Kepala Subbidang Perencanaan Sarana dan &masamempunyai
fungsi :

a. penyusunan program dan rencana kerja lingkup penaan sarana
dan prasarana kota;

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis peraanan
pembangunan lingkup perencanaan sarana dan prasartar)

c. pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan perencanaan
pembangunan lingkup perencanaan sarana dan prasaptan yang
meliputi penyusunan rencana pembangunan infrastrugarana dan
prasarana kota, serta kerjasama perencanaan peambang
infrastruktur, sarana dan prasarana kota; dan

d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup peraapasarana dan
prasarana kota.

(4) Uraian Tugas Kepala Subbidang Perencanaan Sararfarasarana adalah
sebagai berikut :

a. menyusun rencana dan program kerja Subbidang Reramc Sarana
dan Prasarana kota;

b. membagi dan mengarahkan tugas kepada bawahan dndatas
rumusan tugas dan potensi bawahan agar tugas dggutegjawab
dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;

c. mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaaniatéeg
Subbidang Perencanaan Perencanaan Sarana danafaasasuai
dengan kebijakan umum daerabh;

d. mengkaji bahan untuk perumusan dokumen perencdfata mulai
dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang DaerahPQRPJ
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPREiZana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) lingkup Perencardarana dan

Prasarana;

e. mengkaji ...
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. mengkaji bahan untuk penyusunan Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota lingkup Pereaea Sarana
dan Prasarana;
mengkaji bahan dalam rangka penyelenggaraan Musghwa
Perencanaan Pembangunan Daerah untuk penyusunammelok
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPREMjana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) daarRelerja
Pemerintah Daerah (RKPD) lingkup Perencanaan Sardaa
Prasarana,
. mengkaji bahan dalam rangka penyusunan rancangacaRae Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) dengan menggunakan Reni€ara
SKPD yang berada dalam koordinasi PerencanaanRiletag Sarana
dan Prasarana;
. mengkaji bahan perumusan program prioritas dan paEyygaran
sebagai bahan perencanaan Anggaran PendapatareldamB)aerah
lingkup Perencanaan Sarana dan Prasarana,
mengumpulkan dan menganalisis data dan informasgkuip
Perencanaan Sarana dan Prasarana,
menyiapkan bahan rumusan kebijakan teknis lingkeperitanaan
Sarana dan Prasarana;
menyiapkan bahan koordinasi penyusunan perencgsaabangunan
lingkup Perencanaan Sarana dan Prasarana kota;
melaksanakan dan menyusun rencana pembangunana sdean
prasarana kota;
. melaksanakan kerjasama dengan instansi terkaitmdalangka
perencanaan pembangunan sarana dan prasarana kota;
. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan per@ac lingkup
perencanaan sarana dan prasarana,
. membuat telaahan staf menegenai perencanaan pgumaanlingkup
perencanaan sarana dan prasarana untuk pertimbaeggambilan
keputusan Kepala Bidang Perencanaan Tata Ruangnébatan
Prasarana,
. menyusun dan/atau mengoreksi naskah dinas sesungardeTata
Naskah untuk ditandatangani pimpinan;
. menyusun dan/atau menyiapkan bahan penyusunan riReStategis
lingkup perencanaan sarana dan prasarana;
melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKPDneHRatah
Provinsi dan Pemerintah Pusat;
menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Subbidangnderaan
Sarana dan Prasarana kepada Kepala Bidang PerancBata Ruang,
Sarana dan Prasarana;
melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinamuasebidang
tugasnya.

Bagian ...
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Bagian Keempat
Bidang Perencanaan Ekonomi dan Pembiayaan
Pasal 10

(1) Bidang Perencanaan Ekonomi dan Pembiayaan dipirolg@h seorang
Kepala Bidang.

(2) Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan Pembiayaam rp@mpunyai
tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala nBédgkup
perencanaan ekonomi dan pembiayaan.

(3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimgtzda ayat (2),
Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan Pembiayaampuomyai
fungsi :

a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pe@aca
pembangunan lingkup perencanaan pengembangan ekseta
perencanaan pembiayaan dan pengembangan usaha& daera

b. penyusunan petunjuk teknis lingkup perencanaan gmebhgngan
ekonomi serta perencanaan pembiayaan dan pengeanbarsgha
daerah;

c. pembinaan dan pelaksanaan pengkoordinasian pergusun
perencanaan pembangunan perencanaan pengembaaogamegerta
perencanaan pembiayaan dan pengembangan usaha dasra

d. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporarakgahaan lingkup
perencanaan pengembangan ekonomi serta perence@adiiayaan
dan pengembangan usaha daerah.

(4) Uraian Tugas Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi Rmbiayaan
adalah sebagai berikut :

a. menyusun rencana dan program kerja Bidang PereacaBkonomi
dan Pembiayaan;

b. mendelegasikan tugas kepada bawahan berdasarkarsamntugas
pokok dan fungsi serta potensi bawahan agar pekeridapat
dilaksanakan secara efektif dan efisien;

c. mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan mrégra di
bidang perencanaan ekonomi dan pembiayaan agarasatsap
terfokus;

d. membina bawahan dengan cara memotivasi bawahank untu
meningkatkan produktivitas kerja dan pertimbangangembangan

karier bawahan;

e. memimpin ...
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memimpin, mengatur, membina, dan mengendalikankgaf@man
program dan kegiatan Bidang Perencanaan EkonomiPdarbiayaan
meliputi Perencanaan Pengembangan Ekonomi dan d2eian
Pembiayaan dan Pengembangan Usaha Daerah;

merumuskan, mengkaji dan memeriksa bahan rencamgprdgram
kerja. Subbidang Perencanaan Pengembangan Ekonomi da
Perencanaan Pembiayaan, dan Subbidang Pengembéaisgdra
Daerah;

merumuskan kebijakan teknis Bidang Perencanaan dakiordan
Pembiayaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas bbawaha

mengkaji bahan untuk perumusan dokumen perencat@anmulali

dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang DaerahPORPJ
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPREM2haNa
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) lingkup Perencaridamnomi dan
Pembiayaan serta dokumen perencanaan lain yaragtteekencanaan
pembangunan.

mengkaji bahan untuk penyusunan Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota lingkup PereaaarEkonomi

dan Pembiayaan;

mengkaji bahan dalam rangka Musyawarah Perencanaan
Pembangunan Daerah untuk penyusunan dokumen Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) danarrenc
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) lingkup Bidang Peasaan
Ekonomi dan Pembiayaan;

mengkaji bahan dalam rangka penyusunan rancangacaRe Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) dengan menggunakan Reri€ana
SKPD yang berada dalam koordinasi Bidang PerenoaR&anomi

dan Pembiayaan;

mengkaji bahan perumusan program prioritas dan paEtggaran
sebagai bahan perencanaan Anggaran PendapatareldajaBDaerah
lingkup Perencanaan Ekonomi dan Pembiayaan;

. mengkaji dan memeriksa bahan bimbingan, konsul@sikoordinasi
perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangiaerah
skala kota lingkup Perencanaan Ekonomi dan Pemdiaya
merumuskan konsep petunjuk teknis Perencanaan méaggan
Ekonomi dan Perencanaan Pembiayaan dan Pengembdsejaay
mengkaji bahan kebijakan perencanaan kerjasamagwmguban antar
daerah kota dengan swasta dalam dan luar neggkujinPerencanaan
Ekonomi dan Pembiayaan;

p. mengkaji ...
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p. mengkaji bahan untuk perumusan dokumen teknis, yseman
rencana kerja dan anggaran maupun dokumen teklam dagkup
Perencanaan Ekonomi dan Pembiayaan;

g. melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan apgoran
lingkup perencanaan pengembangan ekonomi sertanqaer@an
pembiayaan dan pengembangan usaha daerah;

r. menyusun bahan perencanaan pelaksanaan Standayaraela
Minimal lingkup perencanaan ekonomi dan pembiayaan;

s. melaksanakan koordinasi pembinaan dan penyusunsngamaan
pembangunan lingkup perencanaan ekonomi dan pea#riay

t. mengkaji bahan perencanaan pelaksaanaan Standayairah
Minimal (SPM) Lingkup Perencanaan Ekonomi dan Fagaan;

u. melaksanakan koordinasi pembinaan dan penyusunengamaan
pembangunan lingkup Perencanaan Ekonomi dan Peaaniay

v. membuat telaahan staf Bidang Perencanaan EkonanRelambiayaan
sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputugzala&Badan;

w. merumuskan Rencana Strategis (Renstra) Bidang ¢eraan
Ekonomi dan Pembiayaan;

X. melakukan pembinaan, monitoring, evaluasi, dan poe&n
pelaksanaan lingkup Perencanaan Ekonomi dan Peaalniay

y. melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKPDneRatah
Provinsi dan Pemerintah Pusat;

z. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Bidang Retaac
Ekonomi dan Pembiayaan sebagai bahan pertangguadzgavkepada
Kepala Badan;

aa. melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpisesuai bidang
tugasnya.

(5) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaidienaksud pada
ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Perencanaaondfki dan
Pembiayaan, membawahkan :

a. Subbidang Perencanaan Pengembangan Ekonomi;

b. Subbidang Perencanaan Pembiayaan dan Pengembangmm U

Daerah.

Paragraf 1
Subbidang Perencanaan Pengembangan Ekonomi
Pasal 11
(1) Subbidang Perencanaan Pengembangan Ekonomi dipmiglinseorang
Kepala Subbidang.
(2) Kepala ...
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(2) mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugaand

Perencanaan Ekonomi dan Pembiayaan lingkup pengeabaekonomi

yang meliputi pengembangan ekonomi makro dan mylar@y menunjang

pengembangan ekonomi kota, berdasarkan prioritagepebangannya.

(3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimgbzda ayat (2),

Subbidang Perencanaan Pengembangan Ekonomi mempurgs :

a. penyusunan program dan rencana kerja lingkup panaam

pengembangan ekonomi;

penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis peraanan
pembangunan perencanaan pengembangan ekonomi;

pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan perencanaan
pembangunan lingkup perencanaan pengembangan ekoraomg
meliputi  penyusunan pedoman dan standar perencanaan
pembangunan ekonomi, penyusunan rencana pembangunan
pengelolaan ekonomi, serta kerjasama perencanaarapgunan
ekonomi; dan

evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup peraanan

pengembangan ekonomi.

(4) Uraian Tugas Kepala Subbidang Perencanaan Penggarbdtkonomi

adalah sebagai berikut :

a.

menyusun rencana dan program Kkerja Subbidang Reraac
Pengembangan Ekonomi;

membagi dan mengarahkan tugas kepada bawahan dodsatas
rumusan tugas dan potensi bawahan agar tugas dggutegjawab
dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;

mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaaniatéeg
Subbidang Perencanaan Pengembangan Ekonomi sesngand
kebijakan umum daerah;

mengkaji bahan untuk perumusan dokumen perencafata mulai
dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang DaerahPQRPJ
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPREIiZana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) lingkup Perencanaan
Pengembangan Ekonomi;

mengkaji bahan untuk penyusunan Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota lingkup Pereaaan

Pengembangan Ekonomi;

f. mengkaji ...
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mengkaji bahan dalam rangka penyelenggaraan Musghwa
Perencanaan Pembangunan Daerah untuk penyusunammelok
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPREMjana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) daarRelerja
Pemerintah Daerah (RKPD) lingkup Perencanaan Pedreyegan
Ekonomi;

Mengkaji bahan dalam rangka penyusunan rancangacaRa Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) dengan menggunakan Reni€ara
SKPD yang berada dalam koordinasi Bidang PerencaR&anomi
dan Pembiayaan;

mengkaji bahan perumusan program prioritas dan pmEgggaran
sebagai bahan perencanaan Anggaran PendapatareldajpB)aerah
Lingkup Perencanaan Pengembangan Ekonomi;

mengumpulkan dan menganalisis data dan Informasgkuip
Perencanaan Pengembangan Ekonomi;

menyiapkan bahan rumusan kebijakan teknis lingkeperitanaan
Pengembangan Ekonomi;

menyiapkan bahan koordinasi penyusunan perencgsamabangunan
lingkup perencanaan pengembangan ekonomi yang utielip
penyusunan pedoman dan standar perencanaan pemaarkgyerasi
dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, penyusunan arenc
pembangunan pengelolaan koperasi dan Usaha Mikral Kan
Menengah, serta kerjasama perencanaan pembangaparagi dan
Usaha Mikro Kecil dan Menengah;

melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan per@sc lingkup
perencanaan pengembangan ekonomi;

. Membuat telaahan staf menegenai perencanaan pgurtzanlingkup
perencanaan pengembangan ekonomi untuk pertimbangan
pengambilan keputusan Kepala Bidang Perencanaanoikodan
Pembiayaan;

menyusun dan/atau mengoreksi naskah dinas sesongardelata
Naskah untuk ditandatangani pimpinan;

menyusun dan/atau menyiapkan bahan penyusunan iReStategis
lingkup perencanaan pengembangan ekonomi;

melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKPDneHRatah
Provinsi dan Pemerintah Pusat;

g. menyusun ...
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g. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Subbidangnd2eraan
Pengembangan Ekonomi kepada Kepala Bidang Peretana
Ekonomi dan Pembiayaan;

r. melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinarmuasebidang

tugasnya.

Paragraf 2
Subbidang Perencanaan Pembiayaan dan Pengembasejzan Rherah
Pasal 12

Subbidang Perencanaan Pembiayaan dan Pengembasgha Daerah
dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang.

Kepala Subbidang Perencanaan Pembiayaan dan PeggenbUsaha

Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagims Bidang

Perencanaan Ekonomi dan Pembiayaan lingkup peraangembiayaan

yang meliputi perencanaan sumber pendapatan baterakl maupun

internal serta alokasinya dan pengembangan usahk p@merintah

daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimgksda ayat (2),

Kepala Subbidang Perencanaan Pembiayaan dan PeargganbUsaha

Daerah mempunyai fungsi :

a. penyusunan program dan rencana kerja lingkup pana@an
pembiayaan dan pengembangan usaha daerah;

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis peraanan
pembangunan lingkup perencanaan pembiayaan daremqpéaggan

usaha daerah;

c. pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan perencanaan

pembangunan perencanaan pembiayaan dan pengembasgha
daerah yang meliputi penyusunan pedoman dan staadancanaan
pembangunan pengembangan usaha daerah, penyusemeana
pembangunan pengelolaan pengembangan usaha daseda,
kerjasama perencanaan pembangunan pengembangan dss=dah;
dan

d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup peraangoembiayaan

dan pengembangan usaha daerah.

(4) Uraian Tugas Kepala Subbidang Perencanaan Pembiaydan

Pengembangan Usaha Daerah adalah sebagai berikut :
a. menyusun rencana dan program Kkerja Subbidang Reramc
Pembiayaan dan Pengembangan Usaha Daerah;

b. membagi ...
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. membagi dan mengarahkan tugas kepada bawahan dr&atas
rumusan tugas dan potensi bawahan agar tugas dggutegjawab
dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;

. mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaaniatéeg
Subbidang Perencanaan Pembiayaan dan Pengembangmm U
Daerah sesuai dengan kebijakan umum daerah;

. mengkaji bahan untuk perumusan dokumen perencafata mulai
dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang DaerahPQRPJ
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPREZana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) lingkup PerencarRambiayaan
dan Pengembangan Usaha Daerah;

. mengkaji bahan untuk penyusunan Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Bandung lingRepencanaan
Pembiayaan dan Pengembangan Usaha Daerah;

mengkaji bahan dalam rangka penyelenggaraan Musghwa
Perencanaan Pembangunan Daerah untuk penyusunameiok
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RFRBE@pana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) daarRelerja
Pemerintah Daerah (RKPD) lingkup Perencanaan Peadmadan
Pengembangan Usaha Daerah;

. mengkaji bahan dalam rangka penyusunan rancangacaRe Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) dengan menggunakan Ren€arja
SKPD yang berada dalam koordinasi Perencanaan Byaalni dan
Pengembangan Usaha Daerah;

. mengkaji bahan perumusan program prioritas dan pEETygaran
sebagai bahan perencanaan Anggaran PendapatareldamB)aerah
Lingkup Perencanaan Pembiayaan dan Pengembangha Daarah;
mengumpulkan dan menganalisis data lingkup pereacan
pembiayaan dan pengembangan usaha daerah;

menyiapkan bahan rumusan kebijakan teknis lingkepenqranaan
pembiayaan dan pengembangan usaha daerah;

. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan perencgremabangunan
lingkup penyusunan pedoman dan standar perencapaatangunan
pengembangan usaha daerabh;

melaksanakan rencana pembangunan pengelolaan peaggen
usaha daerah;

. melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKPDneHRatah
Provinsi dan Pemerintah Pusat;

n. melakukan ...
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n. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pea@sc lingkup
perencanaan pembiayaan dan pengembangan usaha daera

0. membuat telaahan staf menegenai perencanaan pgumaanlingkup
perencanaan pembiayaan dan pengembangan usahdn dsweuk
pertimbangan pengambilan keputusan Kepala BidangnPanaan
Ekonomi dan Pembiayaan,;

p. menyusun dan/atau mengoreksi naskah dinas sesugardeTata
Naskah untuk ditandatangani pimpinan;

g. menyusun dan/atau menyiapkan bahan penyusunaniReBStategis
lingkup perencanaan pembiayaan dan pengembangaa daarah;

r. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Subbidangnd2eraan
Pembiayaan dan Pengembangan Usaha Daerah kepaala Refang
Perencanaan Ekonomi dan Pembiayaan,;

s. melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinaruasebidang

tugasnya.

Bagian Kelima
Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan KesejahtRadgrat
Pasal 13

(1) Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Kesejaht&akyat dipimpin

oleh seorang Kepala Bidang.

(2) Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Késejah Rakyat
mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tuggmld Badan
lingkup perencanaan sosial budaya dan kesejahteakgat.

(3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimal§gaid?2), Kepala
Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan KesejahtBia@aat mempunyai
fungsi :

a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pe@aca
pembangunan lingkup perencanaan sosial budaygpel@mcanaan
kesejahteraan rakyat;

b. penyusunan petunjuk teknis lingkup perencanaaralsbsidaya dan
perencanaan kesejahteraan rakyat;

c. pembinaan dan pelaksanaan pengkoordinasian perausun
perencanaan pembangunan lingkup perencanaan bosiaya dan
perencanaan kesejahteraan rakyat; dan

d. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kpaflaan lingkup
perencanaan sosial budaya dan perencanaan kessgahtakyat.

(4) Uraian ...
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(4) Uraian Tugas Kepala Bidang Perencanaan Sosial RBuddgn

Kesejahteraan Rakyat adalah sebagai berikut :

a.

menyusun rencana dan program kerja bidang peremcaBasial
Budaya dan Kesejahteraan Rakyat;

mendelegasikan tugas kepada bawahan berdasarkarsamntugas
pokok dan fungsi serta potensi bawahan agar pekeridapat
dilaksanakan secara efektif dan efisien;

mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan rprégrga di
bidang Sosial Budaya dan Kesejahteraan Rakyat ssga@ran tetap
terfokus;

membina bawahan dengan cara memotivasi bawahank untu
meningkatkan produktivitas kerja dan pertimbangangembangan
karier bawahan;

memimpin, mengatur, membina, dan mengendalikankpaf@man
program dan kegiatan Perencanaan Sosial Budayd@ei@ncanaan
Kesejahteraan Rakyat meliputi Perencanaan Sosialaygu dan
Perencanaan Kesejahteraan Rakyat;

merumuskan, mengkaji dan memeriksa bahan rencamgrdgram
kerja Subbidang Perencanaan Sosial Budaya dan daurgpi
Perencanaan Kesejahteraan Rakyat;

merumuskan kebijakan teknis Bidang Perencanaaml3silaya dan

Kesejahteraan Rakyat sebagai pedoman pelaksargemkawahan;

. mengkaji bahan untuk perumusan dokumen perencafa@nmulai

dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang DaerahPRRPJ
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPRBtizgna
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) lingkup Perencan&usial
Budaya dan Kesejahteraan Rakyat serta dokumemgagraan lain
yang terkait perencanaan pembangunan.

mengkaji bahan untuk penyusunan Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota lingkup PereaaanSosial
Budaya dan Perencanaan Kesejahteraan Rakyat;

mengkaji bahan dalam rangka penyelenggaraan Musghwa
Perencanaan Pembangunan Daerah untuk penyusunameiok
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RFRE@jana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) danarRenc
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) lingkup Bidang Peaeaan Sosial
Budaya dan Perencanaan Kesejahteraan Rakyat;

k. mengkaiji ...
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. mengkaji bahan dalam rangka penyusunan rancangacafe Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) dengan menggunakan Reri€arja
SKPD yang berada dalam koordinasi Bidang Perenoarsasial
Budaya dan Kesejahteraan Rakyat;

mengkaji bahan perumusan program prioritas dan paEgggaran
sebagai bahan perencanaan Anggaran PendapatareldamB)aerah
lingkup Perencanaan Sosial Budaya dan KesejahteRRakyat;

. merumuskan konsep petunjuk teknis Perencanaand2eigan Sosial
Budaya dan Perencanaan Kesejahteraan Rakyat;

. merumuskan konsep pembangunan antar daerah kogardewasta
dalam dan luar negeri lingkup Perencanaan Pereacaisosial
Budaya dan Kesejahteraan Rakyat;

. mengkaji bahan untuk perumusan dokumen teknis, yseman
rencana kerja dan anggaran maupun dokumen teklam dangkup
Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Kesejahtétakyat;

. mengkaji dan memeriksa bahan bimbingan, konsuli@sikoordinasi
perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangiaerah
skala kota Lingkup Perencanaan Sosial Budaya desej#lgteraan
Rakyat;

. koordinasi  penyusunan perencanaan pembangunan ufingk
Perencanaan Sosial Budaya dan Perencanaan KesmahiRakyat;
melaksanakan koordinasi pembinaan dan penyusungngagmaan
pembangunan lingkup Perencanaan Sosial Budaya ds@jdfiteraan
Rakyat;

. mengkaji bahan perencanaan pelaksanaan StandgafataMinimal
(SPM) Perencanaan Sosial Budaya dan Kesejahtdra&yat;
melaksanakan koordinasi pembinaan dan penyusunanga@aan
pembangunan lingkup Perencanaan Sosial Budaya ds@jdfiteraan
Rakyat;

. membuat telaahan staf Bidang Perencanaan Sosid&yBudan
Kesejahteraan Rakyat sebagai bahan pertimbangagapdilan
keputusan Kepala Badan;

. merumuskan Rencana Strategis (Renstra) Bidangn&araan Sosial
Budaya dan Perencanaan Kesejahteraan Rakyat;

. melakukan pembinaan, monitoring, evaluasi, dan poeén
pelaksanaan lingkup Perencanaan Sosial Budaya dagjdtiteraan
Rakyat;

X. melakukan ...
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X. melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKPDneHRatah
Provinsi dan Pemerintah Pusat;

y. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Bidang Reraac Sosial
Budaya dan Kesejahteraan Rakyat sebagai  bahan
pertanggungjawaban kepada Kepala Badan;

z. melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinamuasebidang
tugasnya.

(5) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaidienaksud pada
ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang PerencanaaialSBudaya dan
Kesejahteraan Rakyat, membawahkan :

a. Subbidang Perencanaan Sosial Budaya;

b. Subbidang Perencanaan Kesejahteraan Rakyat.

Paragraf 1
Subbidang Perencanaan Sosial Budaya
Pasal 14

(1) Subbidang Perencanaan Sosial Budaya dipimpin sgorkepala
Subbidang.

(2) Kepala Subbidang Sosial Budaya mempunyai tugaskpolelaksanakan
sebagian tugas Bidang Perencanaan Sosial BudayaKesejahteraan
Rakyat lingkup perencanaan sosial budaya.

(3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimgtzda ayat (2),
Kepala Subbidang Perencanaan Sosial Budaya memgunygai :

a. penyusunan program dan rencana kerja lingkup panaan sosial
budaya;

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis peraaocan
pembangunan lingkup perencanaan sosial budaya;

c. pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan perencanaan
pembangunan lingkup perencanaan sosial budaya yaeliputi
penyusunan pedoman, standar dan perencanaan pembang
pengembangan sosial budaya vyaitu perencanaan pgumzan
pendidikan, perpustakaan, Kepemudaan dan olahraga,
ketenagakerjaan, agama, kebudayaan, kependudulkaai@aan sipil.

d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup peraaoarsosial

budaya.

(2) Uraian ...
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(2) Uraian Tugas Kepala Subbidang Perencanaan SosidayBuadalah
sebagai berikut :

a. menyusun rencana dan program kerja Subbidang Reraac Sosial
Budaya,

b. membagi dan mengarahkan tugas kepada bawahan dr&atas
rumusan tugas dan potensi bawahan agar tugas dggutegjawab
dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;

c. mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaaniat&rg
Subbidang Perencanaan Sosial Budaya sesuai deelggakkn umum
daerah;

d. mengumpulkan dan menganalisis data lingkup pereacarsosial
budaya;

e. menyiapkan bahan rumusan kebijakan teknis lingkepenqranaan
sosial budaya;

f.  menyiapkan bahan koordinasi penyusunan perencgr@mabangunan
lingkup perencanaan sosial budaya yang meliputi yysgman
pedoman, standar dan perencanaan pembangunan [Emgzm
sosial budaya vyaitu perencanaan pembangunan plesaidi
perpustakaan, kepemudaan dan olahraga, ketenagmkesigama, dan
kebudayaan;

g. mengkaji bahan untuk perumusan dokumen perencdmda mulai
dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang DaerahPORPJ
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPREIiZana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) lingkup Perencan&wosial
Budaya;

h. mengkaji bahan untuk penyusunan Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota lingkup PereaaanSosial
Budaya,

i. mengkaji bahan dalam rangka penyelenggaraan Musghwa
Perencanaan Pembangunan Daerah untuk penyusunameiok
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPREMjana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) daareKerja
Pemerintah Daerah (RKPD) lingkup Perencanaan SBsidya;

j.  mengkaji bahan dalam rangka penyusunan rancangacaRe Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) dengan menggunakan Reni€arja
SKPD yang berada dalam koordinasi Bidang Perenocarsusial
Budaya dan Kesejahteraan Rakyat;

k. mengkaji ...
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k. mengkaji bahan perumusan program prioritas dan p@ETIgaran
sebagai bahan perencanaan Anggaran PendapatareldamB)aerah
Lingkup Perencanaan Sosial Budaya;

I.  melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan per@ac lingkup
perencanaan sosial budaya;

m. membuat telaahan staf menegenai perencanaan pgmmaanlingkup
perencanaan sosial budaya untuk pertimbangan pdilgam
keputusan Kepala Bidang Sosial Budaya dan KesegaridRakyat;

n. menyusun dan/atau mengoreksi naskah dinas sesungardelata
Naskah untuk ditandatangani pimpinan;

0. menyusun dan/atau menyiapkan bahan penyusunan riReStategis
lingkup perencanaan sosial budaya;

p. melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKPDneHRatah
Provinsi dan Pemerintah Pusat;

g. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Subbidangnd2eraan
Sosial Budaya kepada Kepala Bidang Sosial Budag&Kéaejateraan
Rakyat;

r. melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinaruasebidang
tugasnya.

Paragraf 2
Subbidang Perencanaan Kesejahteraan Rakyat
Pasal 15

(1) Subbidang Perencanaan Kesejahteraan Rakyat dipimieim seorang
Kepala Subbidang.

(2) Kepala Subbidang Perencanaan Kesejahteraan Ralgrapumyai tugas
pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Perenmc&twsal Budaya
dan Kesejahteraan Rakyat lingkup perencanaan kesean rakyat.

(3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimgkzda ayat (2),
Kepala Subbidang Perencanaan Kesejahteraan Rakyapunyai fungsi :

a. penyusunan program dan rencana kerja lingkup pane@n
kesejahteraan rakyat;

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis peraacan
pembangunan lingkup perencanaan kesejahteraarn;rakya

c. pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan perencanaan
pembangunan lingkup perencanaan kesejahteraan traksmag
meliputi  penyusunan pedoman, standar dan perentanaa
pembangunan serta memfasilitas pengembangan kesegah yaitu
kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindamgdn sosial,
keluarga berencana dan keluarga sejahtera; dan

d. evaluasi ...
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d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup peraanan
kesejahteraan rakyat.

(4) Uraian Tugas Kepala Subbidang Perencanaan KesgahteRakyat
adalah sebagai berikut :

a. menyusun rencana dan program Kkerja Subbidang Reraac
Kesejahteraan Rakyat;

b. membagi dan mengarahkan tugas kepada bawahan drkatas
rumusan tugas dan potensi bawahan agar tugas dggutegjawab
dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;

c. mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaaniatéeg
Subbidang Perencanaan Kesejateraan Rakyat sesgaindieebijakan
umum daerah;

d. mengumpulkan dan menganalisis data lingkup pere@can
kesejahteraan rakyat;

e. menyiapkan bahan rumusan kebijakan teknis lingkepemranaan
kesejahteraan rakyat;

f. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan perencgsmabangunan
lingkup perencanaan kesejahteraan rakyat yang atielesehatan,
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, |, segga
keluarga berencana, keluarga sejahtera, kependudd&a catatan
sipil;

g. melaksanakan pedoman, standar dan perencanaan nEemba
lingkup perencanaan kesejahteraan rakyat ;

h. mengkaji bahan untuk perumusan dokumen perenca@anmulai
dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang DaerahPORPJ
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPREtZana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) lingkup Perencarasejahteraan
Rakyat;

i. mengkaji bahan untuk penyusunan Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota lingkup Pereaaan
Kesejahteraan Rakyat;

j. mengkaji bahan dalam rangka penyelenggaraan Musghwa
Perencanaan Pembangunan Daerah untuk penyusunameiok
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RFRBE@pana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) daareKerja
Pemerintah Daerah (RKPD) lingkup Perencanaan Kasegan
Rakyat;

K. mengkaji ...
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k. mengkaji bahan dalam rangka penyusunan rancangacaRe Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) dengan menggunakan Ren€arja
SKPD yang berada dalam koordinasi Bidang Perencarsusial
Budaya dan Kesejahteraan Rakyat;

|. mengkaji bahan perumusan program prioritas dan pagygaran
sebagai bahan perencanaan Anggaran PendapatareldapB)aerah
lingkup Bidang Perencanaan Kesejahteraan Rakyat;

m. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan per@ac lingkup
perencanaan kesejateraan rakyat;

n. membuat telaahan staf mengenai perencanaan peumzentngkup
perencanaan kesejateraan rakyat untuk pertimbapgagambilan
keputusan Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaga
Kesejahteraan Rakyat;

0. menyusun dan/atau mengoreksi naskah dinas sesungardeTata
Naskah untuk ditandatangani pimpinan;

p. menyusun dan/atau menyiapkan bahan penyusunanriReStategis
lingkup perencanaan kesejahteraan rakyat;

g. melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKPDneRatah
Provinsi dan Pemerintah Pusat;

r. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Subbidangnd2eraan
Kesejateraan Rakyat kepada Kepala Bidang Sosialayguddan
Kesejahteraan Rakyat;

s. melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinamuasebidang
tugasnya.

Bagian Keenam
Bidang Perencanaan Pemerintahan
Pasal 16

(1) Bidang Perencanaan Pemerintahan dipimpin oleh sgdtapala Bidang.

(2) Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan yang memiptwgas pokok
melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan lingkuprenganaan
pemerintahan.

(3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimgtzda ayat (2),
Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan mempumgsifu
a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis Imgberencanaan

sumber daya pemerintahan dan perencanaan kerjgsanizangunan
daerah;

b. penyusunan ...
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penyusunan petunjuk teknis lingkup perencanaan sundaya
pemerintahan dan perencanaan kerjasama pembandgeran;
pelaksanaan koordinasi Perencanaan lingkup Sumbeya D
Pemerintahan dan Perencanaan Kerjasama Pembarigaeiah; dan
monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaaananaan lingkup
Sumber Daya Pemerintahan dan Perencanaan Kerjasama

Pembangunan Daerah.

(4) Uraian Tugas Kepala Bidang Perencanaan Pemerintathaah sebagai
berikut :

a.

menyusun rencana dan program kerja Bidang Pereacana
Pemerintahan;

mendelegasikan tugas kepada bawahan berdasarkarsamntugas
pokok dan fungsi serta potensi bawahan agar peker@apat
dilaksanakan secara efektif dan efisien;

mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan rpré@rga di
Bidang Perencanaan Pemerintahan;

membina bawahan dengan cara memotivasi bawahank untu
meningkatkan produktivitas kerja dan pertimbangangembangan
karier bawahan;

memimpin, mengatur, membina, dan mengendalikan kpaf@man
program dan kegiatan Bidang Perencanaan Pemenmntatgiputi
Perencanaan Sumber Daya Pemerintahan dan Peremé¢&rgsama
Pembangunan Daerah;

merumuskan, mengkaji dan memeriksa bahan rencamgrdgram
kerja Perencanaan Sumber Daya Pemerintahan damcBReaan
Kerjasama Pembangunan Daerah;

merumuskan kebijakan teknis Bidang Perencanaan ritgaiean
sebagai pedoman pelaksanaan tugas bawahan,;

mengkaji bahan untuk perumusan dokumen perencam@anmulai
dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang DaerahPRPJ
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPREM2RaNna
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) lingkup Bidang Peaeaan
Pemerintahan serta dokumen perencanaan lain yamigaitte
perencanaan pembangunan;

mengkaji bahan untuk penyusunan Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota lingkup BidargyeAcanaan

Pemerintahan;

. mengkaiji ...
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mengkaji bahan dalam rangka penyelenggaraan Musghwa
Perencanaan Pembangunan Daerah untuk penyusunammelok
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RFREMm)ana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) damarRelerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Ilingkup Bidang Perencanaan
Pemerintahan;

Mengkaji bahan dalam rangka penyusunan rancangaoaRa Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) dengan menggunakan Ren€ara
SKPD vyang berada dalam koordinasi Bidang Perenoanaa
Pemerintahan;

mengkaji bahan perumusan program prioritas dan pETggaran
sebagai bahan perencanaan Anggaran PendapatareldajpB)aerah
lingkup Bidang Pemerintahan;

. merumuskan konsep petunjuk teknis Perencanaan Péahan;

. mengkaji bahan kebijakan perencanaan kerjasamagrguban antar
daerah dengan swasta dalam dan luar negeri Bidangnéanaan
Pemerintahan;

. mengkaji bahan untuk perumusan dokumen teknis, yseman
rencana kerja dan anggaran maupun dokumen teklam dagkup
Bidang Perencanaan Pemerintahan;

. melaksanakan koordinasi, pembinaan dan penyusuasmnganaan
pembangunan lingkup Perencanaan Pemerintahan;

. mengkoordinasikan, = monitoring, dan evaluasi peneaaa,
pencapaian dan penerapan Standar Pelayanan Mi{Sipil);
membuat telaahan staf Bidang Perencanaan Penmarntebagai
bahan pertimbangan pengambilan keputusan KepalanBad

. merumuskan Rencana Strategis (Renstra) Bidang &eraan
Pemerintahan ;

melakukan pembinaan, monitoring, evaluasi, dan poeén
pelaksanaan lingkup Perencanaan Pemerintahan;

. melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKPDneHRatah
Provinsi dan Pemerintah Pusat;

. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sebagai bahan
pertanggungjawaban kepada Kepala Badan;

. melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinamuasebidang

tugasnya.

(5) Dalam ...
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(5) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaidienaksud pada
ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Perencanaamefetahan,
membawahkan :

a. Subbidang Perencanaan Sumber Daya Pemerintahan;
b. Subbidang Perencanaan Kerjasama Pembangunan Daerah.

Paragraf 1
Subbidang Perencanaan Sumber Daya Pemerintahan
Pasal 17

(1) Subbidang Perencanaan Sumber Daya Pemerintahampdipioleh
seorang Kepala Subbidang.

(2) Subbidang Perencanaan Sumber Daya Pemerintahan umganggugas
pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Peremcd&aerintahan
lingkup perencanaan sumber daya pemerintahan.

(3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimal§gaid?2), Kepala
Subbidang Perencanaan Sumber Daya Pemerintahanumganfungsi :

a. penyusunan program dan rencana kerja lingkup pana@an sumber
daya pemerintahan;

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis peraanahngkup
Sumber Daya Pemerintahan;

c. pelaksanaan koordinasi penyusunan dokumen pereatana
pembangunan lingkup sumber daya pemerintahan yaaljputi
penetapan kebijakan, serta pelaksanaan evaluastngpotdan
monitoring pelaksanaan urusan pemerintahan yang jadien
kewenangan daerah; dan

d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup peraanasumber daya
pemerintahan.

(4) Uraian Tugas Kepala Subbidang Perencanaan SumigarR2amerintahan
adalah sebagai berikut :

a. menyusun rencana dan program kerja Subbidang Rerasme Sumber
Daya Pemerintahan;

b. membagi dan mengarahkan tugas kepada bawahan dr&atas
rumusan tugas dan potensi bawahan agar tugas dggutegjawab
dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;

c. mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaaniat&rg
Subbidang Perencanaan Sumber Daya Pemerintahaai skswgan
kebijakan umum daerah;

d. mengumpulkan dan menganalisis data lingkup pere@raisumber
Daya Pemerintahan;

e. mengkaji ...
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mengkaji bahan untuk perumusan dokumen perencafata mulai
dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang DaerahPORPJ
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPREIiZana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) lingkup Perencarg&anber Daya
Pemerintahan;

mengkaji bahan untuk penyusunan Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Bandung lingRepencanaan
Sumber Daya Pemerintahan;

mengkaji bahan dalam rangka penyelenggaraan Musghwa
Perencanaan Pembangunan Daerah untuk penyusunameiok
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPREMjana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) daarmRelerja
Pemerintah Daerah (RKPD) lingkup Perencanaan Sunilmya
Pemerintahan;

mengkaji bahan dalam rangka penyusunan rancangacaRe Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) dengan menggunakan Reri€arja
SKPD vyang berada dalam koordinasi Bidang Perenoanaa
Pemerintahan;

mengkaji bahan perumusan program prioritas dan pEgggaran
sebagai bahan perencanaan Anggaran PendapatareldampB)aerah
lingkup Perencanaan Sumber Daya Pemerintahan;

menyiapkan bahan rumusan kebijakan teknis lingkepenranaan
sumber daya pemerintahan;

menyiapkan bahan untuk koordinasi, monitoring, dewaluasi
perencanaan, pencapaian dan penerapan SPM ;

menyiapkan bahan koordinasi penyusunan perencgsamabangunan
lingkup perencanaan sumber daya pemerintahan;

. melaksanakan penetapan kebijakan lingkup Perencéaaberdaya
pemerintahan;

melaksanakan evaluasi potensi dan monitoring pafeen urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerabh;

melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan per@ac lingkup
perencanaan sumber daya pemerintahan;

membuat telaahan staf mengenai perencanaan peamambngkup
perencanaan sumber daya pemerintahan untuk perngaba
pengambilan keputusan Kepala Bidang Perencanaaeri¢ghan,;
menyusun dan/atau mengoreksi naskah dinas sesngardeTlata
Naskah untuk ditandatangani pimpinan;

melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKPDneHRatah
Provinsi dan Pemerintah Pusat;

S. menyusun ...
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(4) Uraian TugasKepala Subbidang Perencanaan Kerjasama Pembangunan
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S. menyusun dan/atau menyiapkan bahan penyusunan riReStategis
lingkup Perencanaan Sumber Daya Pemerintahan;

t. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Subbidangnd2eraan
Sumber Daya Pemerintahan kepada Kepala Bidang dzeraan
Pemerintahan;

u. melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinaruasebidang
tugasnya.

Paragraf 2
Subbidang Perencanaan Kerjasama Pembangunan Daerah
Pasal 18

Subbidang Perencanaan Kerjasama Pembangunan Ddipraipin oleh

seorang Kepala Subbidang.

Kepala Subbidang Perencanaan Kerjasama PembangDwerah

mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugakand

Perencanaan Pemerintahan lingkup perencanaasd&®agapembangunan

daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimgksda ayat (2),

Kepala Subbidang Perencanaan Kerjasama PembangiDserah

mempunyai fungsi :

a. penyusunan program dan rencana kerja lingkup pana@n
kerjasama pembangunan daerah;

b. penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup perencankeaasama
pembangunan daerah;

c. pelaksanaan koordinasi penyusunan dokumen perencdimgkup
kerjasama pembangunan daerah yang meliputi peraagan
pembangunan daerah yang terdiri dari Rencana Pguban Jangka
Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jslegieangah
Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah DaeralP[RKdan

d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan linglarpncanaan
kerjasama pembangunan daerah.

Daerah adalah sebagai berikut :

a. menyusun rencana dan program Kkerja Subbidang Reramc
Kerjasama Pembangunan Daerah;

b. membagi dan mengarahkan tugas kepada bawahan dndwatas
rumusan tugas dan potensi bawahan agar tugas dggutegjawab
dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;

c. mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaaniatéeg
Subbidang Perencanaan Kerjasama Pembangunan Daesafai
dengan kebijakan umum daerah;

d. mengumpulkan ...
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. mengumpulkan dan menganalisis data lingkup Peraacan
Kerjasama Pembangunan Daerah;

. mengkaji dan menyiapkan bahan untuk perumusan dekum
perencanaan kota mulai dari Rencana Pembangungkal&®anjang
Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka MenBagaah
(RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPDJkiip
Perencanaan Kerjasama Pembangunan Daerah;

mengkaji bahan untuk penyusunan Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota lingkup Pereaaan
Kerjasama Pembangunan Daerah;

. mengkaji bahan dalam rangka penyelenggaraan Musghwa
Perencanaan Pembangunan Daerah untuk penyusunameiok
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RFRBE@jana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) daarRelerja
Pemerintah Daerah (RKPD) lingkup Perencanaan Karjas
Pembangunan Daerah;

. mengkaji bahan dalam rangka penyusunan rancangacaRe Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) dengan menggunakan Ren€ana
SKPD vyang berada dalam koordinasi Bidang Perenoanaa
Pemerintahan;

mengkaji bahan perumusan program prioritas dan pmEgggaran
sebagai bahan perencanaan Anggaran PendapatareldamB)aerah
lingkup Perencanaan Kerjasama Pembangunan Daerah;
menyiapkan bahan rumusan kebijakan teknis lingkepernranaan
kerjasama pembangunan daerah;

. menyiapkan bahan untuk koordinasi, monitoring, devaluasi
perencanaan, pencapaian dan penerapan SPM ;

melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan &agi&rencanaan
lingkup perencanaan kerjasama pembangunan daerah;

. membuat telaahan staf mengenai perencanaan peamambngkup
perencanaan sumber daya pemerintahan untuk perngaba
pengambilan keputusan Kepala Bidang Perencanaaeri¢ghan,;

. menyusun dan/atau mengoreksi naskah dinas sesungardelata
Naskah untuk ditandatangani pimpinan;

. menyusun dan/atau menyiapkan bahan penyusunan iReStategis
lingkup perencanaan kerjasama pembangunan daerah;

. melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKPDneHRatah
Provinsi dan Pemerintah Pusat;

g. menyusun ...
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g. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Subbidangnd2eraan
Kerjasama Pembangunan Daerah kepada Kepala Bidaergdanaan
Pemerintahan;

r. melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinamuasebidang

tugasnya.

Bagian Ketujuh
Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik
Pasal 19

(1) Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik gipinoleh seorang

Kepala Bidang.

(2) Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Skatrstmpunyai tugas
pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Badakupngpenelitian,
pengembangan dan statistik.

(3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimgbzda ayat (2),
Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Skatistempunyai
fungsi :

a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis Ipgkeenelitan

pengembangan dan statistik;

b. penyusunan petunjuk teknis lingkup penelitan pergemgan dan

statistik;

c. pelaksanaan dan pengkordinasian penelitian darepdrangan lingkup

penelitan pengembangan dan statistik; dan

d. monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaanelipan dan

pengembangan lingkup penelitan pengembangan dtistikt

(4) Uraian Tugas Kepala Bidang Penelitian, Pengembardgan Statistik
adalah sebagai berikut :

a. menyusun rencana dan program kerja Bidang Pemelitia
Pengembangan dan Statistik sesuai dengan kebilsdq@ala Badan;

b. membagi dan mengarahkan tugas kepada bawahan drkatas
rumusan tugas dan potensi bawahan agar tugas dm@si fdapat
dilaksanakan secara efektif dan efisien;

c. mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaaas t@jdang
Penelitian, Pengembangan dan Statistik berdasgrkagram kerja
yang telah ditetapkan;

d. mengkaji dan memeriksa bahan rencana dan prograja kiglang
penelitian, pengembangan dan statistik;

e. mengkaji ...
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mengkaji bahan untuk perumusan dokumen perencak@anmulai
dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang DaerahPORPJ
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPREIiZana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) lingkup Bidang Piéael
Pengembangan dan Statistik serta dokumen perenmcdaisayang
terkait perencanaan pembangunan;
mengkaji bahan untuk penyusunan Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota lingkup Bidangnétitian,
Pengembangan dan Statistik;
mengkaji bahan dalam rangka penyelenggaraan Musghwa
Perencanaan Pembangunan Daerah untuk penyusunameiok
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RFRBE@jana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) daarRelerja
Pemerintah Daerah (RKPD) lingkup Bidang penelitian,
pengembangan dan statistik;
mengkaji bahan dalam rangka penyusunan rancangacaRe Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) dengan menggunakan Ren€ana
SKPD vyang berada dalam koordinasi Bidang Penelitian
Pengembangan dan Statistik;
mengkaji bahan perumusan program prioritas dan pETggaran
sebagai bahan perencanaan Anggaran PendapatareldampB)aerah
lingkup Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statist
menyusun bahan perencanaan pelaksanaan Standayaraela
Minimal (SPM) skala kota di Bidang Penelitian, Pemipangan dan
Statistik;
menyusun konsep pedoman/petunjuk teknis lingkup arigid
Penelitian, Pengembangan dan Statistik;
merumuskan dan/atau mengkaji rencana strategisn@iéanelitian,
Pengembangan dan Statistik;
. mengarahkan pelaksanaan kegiatan penelitian dagepdrangan
daerah yang dilaksanakan secara swakelola maupjas&®a dengan
lembaga penelitian dan pengembangan;
melaksanakan koordinasi dan kerjasama antar lemielgen Bidang
Penelitian, Pengembangan dan Statistik;
mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaartariog dan
evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan dkal@akota;
menganalisis laporan hasil evaluasi pelaksanaanenpanaan
pembangunan daerah skala kota berdasarkan hasilasvanasing-
masing SKPD se Daerah;

g. mengendalikan ...
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g. mengendalikan pelaksanaan kajian dan penelitiarukuriiahan
penyusunan dokumen perencanaan pembangunan;

r. membuat telaahan staf terkait dengan kegiatandeegididang
Penelitian, Pengembangan dan Statistik sebaganbaé@imbangan
pengambilan keputusan Kepala Badan;

s. melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKPDneHRatah
Provinsi dan Pemerintah Pusat;

t. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan di bidangeliBam,
Pengembangan dan Statistik, sebagai bahan pertagjggaban
kepada Kepala Badan;

u. mengoreksi dan/atau menandatangani/memaraf korsep naskah
dinas/badan sesuai dengan bidang tugas dan kewanayang
dimilikinya berdasarkan peraturan perundang-undanygag berlaku;

v. melakukan pembinaan, monitoring, evaluasi dan petap
pelaksanaan tugas dan kewenangan lingkup bidangelifpeem,
pengembangan dan statistik;

w. melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinaruasebidang
tugasnya.

(5) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaidienaksud pada
ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Penelitianngeéenbangan dan
Statistik, membawahkan :

a. Subbidang Penelitan Pengembangan;

b. Subbidang Statistik.

Paragraf 1
Subbidang Penelitan Pengembangan
Pasal 20

(1) Subbidang Penelitan Pengembangan dipimpin oleh asgorKepala
Subbidang.

(2) Kepala Subbidang Penelitan Pengembangan mempuogas tpokok
melaksanakan sebagian tugas Bidang Penelitian dargePhbangan
lingkup penelitan pengembangan daerah.

(3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimakgaid2), Kepala
Subbidang Penelitan Pengembangan mempunyai fungsi :

a. penyusunan program dan rencana kerja lingkup paneli
pengembangan daerah;

b. penyiapan bahan penelitian dan pengembangan linglanelitan
pengembangan daerah;

c. pelaksanaan ...
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c. pelaksanaan penelitian dan pengembangan sebagan bddlam
penyusunan dokumen perencanaan;

d. penyusunan dan penentuan Kerangka Acuan Kerjaumglenelitan
pengembangan daerah;

e. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkepelitan

pengembangan daerah.

(4) Uraian Tugas Kepala Subbidang Penelitan Pengegan adalah sebagai
berikut :

a. menyusun rencana dan program kerja Subbidang Ranelian
Pengembangan Daerabh;

b. membagi dan mengarahkan tugas kepada bawahansaaa
rumusan tugas dan potensi bawahan agar tugas ceysi fdapat
dilaksanakan secara efektif dan efisien;

c. melaksanakan penelitian dan pengembangan daerajp mafiputi
penyiapan bahan penelitian, pengkajian dan telaateahadap
masalah-masalah strategis sebagai bahan rekomehkdagakan
perencanaan Pembangunan Daerah;

d. melakukan koordinasi dan kerjasama antar lembagaup Penelitian
dan Pengembangan Daerah;

e. menyusun dan menentukan Kerangka Acuan Kerja lindgkenelitian
dan Pengembangan Daerah;

f. mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaaniat&eg
Subbidang Penelitian dan Pengembangan berdasarkgram kerja
yang telah ditetapkan;

g. mengumpulkan dan menganalisis data lingkup Pemelitdan
Pengembangan Daerabh;

h. mengkaji bahan untuk perumusan dokumen perencddeia mulai
dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang DaerahPQRPJ
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPREIZana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) lingkup Bidang Piéaal dan
Pengembangan Daerah;

i. mengkaji bahan untuk penyusunan Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Bandung linglegmelitian

dan Pengembangan Daerah;

. mengkaiji ...
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j. mengkaji bahan dalam rangka penyelenggaraan Musghwa
Perencanaan Pembangunan Daerah untuk penyusunammeiok
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPRB@jana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) daareKerja
Pemerintah Daerah (RKPD) lingkup Penelitian dangeeibangan
Daerah;

k. mengkaji bahan dalam rangka penyusunan rancangacaRe Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) dengan menggunakan Renkara
SKPD yang berada dalam koordinasi Subbidang Peamelitdan
Pengembangan Daerah;

I. mengkaji bahan perumusan program prioritas dan pEaEgygaran
sebagai bahan perencanaan Anggaran PendapatareldajaB)aerah
Lingkup Subbidang Penelitian dan Pengembangan Baera

m. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pedontanje teknis
lingkup Penelitian dan Pengembangan Daerabh;

n. mengkoordinasikan pelaksanaan kajian dan penelfaag dilakukan
oleh para peneliti lingkup penelitian dan pengengbardaerah;

0. menyiapkan bahan perumusan Standar Pelayanan Mir{{afM)
skala kota lingkup Subbidang Penelitian dan Pengexgdmn Daerah;

p. menyusun dan mengoreksi naskah dinas sesuai deagamaskah
untuk ditandatangani pimpinan;

g. melakukan evaluasi dan pelaporan kegiatan SubbiBanglitian dan
Pengembangan Daerah;

r. menyiapkan bahan penyusunan rencana strategisupngknelitian
dan pengembangan daerah;

s. membuat telaahan staf terhadap rencana dan hagdtde-kegiatan
pada Subbidang Penelitan dan Pengembangan selzgaan
pertimbangan pengambilan keputusan Kepala Bidangeli@an,
Pengembangan dan Statistik;

t. melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKPDneFatah
Provinsi dan Pemerintah Pusat;

u. melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinaruasebidang
tugasnya.

Paragraf 2
Subbidang Statistik
Pasal 21

(1) Subbidang Statistik dipimpin oleh seorang Kepalaifsiang.

(2) Kepala ...
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(2) Kepala Subbidang Statistik mempunyai tugas pokoklaksanakan

sebagian tugas Kepala Bidang Penelitian Pengemhatan Statistik.

(3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimgtzda ayat (2),

Kepala Subbidang Statistik mempunyai fungsi :

a.
b.
c.

d.

penyusunan program dan rencana kerja lingkup 8ahpiStatistik;
penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup Subbid&aigssk;
pelaksanaan lingkup  statistik yang meliputi peraata
penyelenggaraan survei, penyusunan, pengkajianpdayajian data
statistik, pengelolaan informasi statistik kota, enpelenggaraan
kerjasama antar lembaga untuk pengembangan stakista serta
penyusunan buku Bandung dalam angka; dan

evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup Subdigtatistik.

(4) Uraian Tugas Kepala Subbidang Statistik adalahgselerikut :

a.
b.

menyusun rencana dan program kerja Subbidang tiatis

membagi dan mengarahkan tugas kepada bawahan dodsatas
rumusan tugas dan potensi bawahan agar tugas dmsi fdapat
dilaksanakan secara efektif dan efisien;

mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaaniatéaeg
Subbidang Statistik diganti dengan berdasarkanranogkerja yang
telah ditetapkan;

mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data d&rmasi
pembangunan daerah skala kota;

mengkaji bahan untuk perumusan dokumen perencdma mulai
dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang DaerahPORPJ
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPREZRana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) lingkup Bidang Stij

mengkaji bahan untuk penyusunan Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota lingkup BidamafiStik;
mengkaji bahan dalam rangka penyelenggaraan Musghwa
Perencanaan Pembangunan Daerah untuk penyusunameiok
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RFRBE@pana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) daarRelerja
Pemerintah Daerah (RKPD) lingkup Bidang Statistik;

mengkaji bahan dalam rangka penyusunan rancangacaRe Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) dengan menggunakan Ren€arja
SKPD yang berada dalam koordinasi Bidang Statistik;

mengkaji bahan perumusan program prioritas dan paEgggaran
sebagai bahan perencanaan Anggaran PendapatareldampB)aerah
lingkup Subbidang Statistik;

J. menyiapkan ...
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j.  menyiapkan dan menyusun bahan rumusan kebijakampéedoman
teknis lingkup Subbidang Statistik;

k. menyiapkan dan menyusun bahan perumusan StandayaRah
Minimal (SPM) skala kota lingkup Subbidang Stakist

I.  melaksanakan koordinasi dan kerjasama antar lembiag&up
Statistik termasuk pengembangan jejaring statidtiksus;

m. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan monitoriag dvaluasi
pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah sleajfmala SKPD
di lingkungan Pemerintah Daerah;

n. merangkum, menganalisis dan menyusun laporan hasiitoring dan
evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan ddedahkota
baik Triwulanan, Tahunan maupun Lima Tahunan bar#tas hasil
evaluasi dari masing-masing SKPD di lingkungan Rartah
Daerah;

0. mengkoordinasikan, merumuskan dan menyusun balsoran
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Lapdetarangan
Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah dan Infeirma
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IPPD);

p. menyusun dan mengoreksi naskah dinas sesuai deagamaskah
untuk ditandatangani pimpinan;

g. menyiapkan dan menyusun bahan penyusunan rencaagst
lingkup statistik;

r. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan &agttbbidang
Statistik;

s. membuat telaahan staf tentang rencana dan pelaskehijakan dan
kegiatan lingkup Subbidang Statistik sebagai bapartimbangan
pengambilan keputusan Kepala Bidang Penelitiang&abangan dan
Statistik;

t. melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKPDneFatah
Provinsi dan Pemerintah Pusat;

u. melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinaruasebidang

tugasnya.

Bagian Kedelapan
Bidang Penanaman Modal
Pasal 22

(1) Bidang Penanaman Modal dipimpin oleh seorang Kelpalang.

(2) Kepala ...
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Kepala Bidang Penanaman Modal mempunyai tugas pol@éksanakan

sebagian tugas Kepala Badan lingkup penanaman madéra lain

menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebiglerah bidang
koordinasi promosi dan penanaman modal daerah, etenggarakan
pengkajian kebijakan teknis dan fasilitasi pengéadgenanaman modal,
menyelenggarakan  pengkajian  bahan  kebijakan  teknigan
penyelenggaraan fasilitasi promosi dan peluang stage serta
infrastruktur pendukung investasi.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimgksda ayat (2),

Kepala Bidang Penanaman Modal mempunyai fungsi :

a. perencanaan dan penyusunan program lingkup inforpgsnaman
modal dan promosi daerah serta bina potensi dgaskena investasi;

b. penyusunan petunjuk teknis lingkup informasi pen@ara modal dan
promosi daerah serta bina potensi dan kerjasanestissi;

c. pelaksanaan lingkup informasi penanaman modapdamosi daerah
serta bina potensi dan kerjasama investasi;

d. monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan uipginformasi
penanaman modan dan promosi daerah serta bina spotam
kerjasama investasi;

e. penyusunan peta penanaman modal Daerah;

f. penyusunan rumusan, pelaksanaan dan koordinagakaiidaerah
bidang koordinasi promosi dan penanaman modal Batelung;

g. penyelenggaraan perumusan, penetapan, pengatunakodadinasi
pelaksanaan kebijakan teknis pengendalian, infarrpasanaman
modal dan promosi daerah, serta pembinaan potemsikdrjasama
investasi;

h. penyelenggaraan fasilitasi dan pengendalian petaksatugas-ugas
koordinasi promosi dan penanaman modal,

i. penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dalankaangas pokok
dan fungsi bidang penanaman modal;

J. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan telemiggmdalian;

k. penyelenggaraan pengendalian, monitoring dan pelagmenanaman
modal;

I. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan tekomnsqsi;

m. pengyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan tglengembangan
materi promosi;

n. penyelenggaraan dan fasilitasi promosi;

0. penyelenggaraan ...



54

penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan telelesygnan dan
fasilitasi investasi;

penyelenggaraan koordinasi pelayanan dan fasiltasistasi dengan
unit dan stakeholders terkait;

penyelenggaraan penyusunan bahan dan fasilitagsiyg®n serta
peluang investasi;

penyelenggaraan pelayanan dan fasilitasi investasi
penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan tekemggmbangan
potensi dan peluang serta infrastruktur pendukougstasi;
penyelenggaraan koordinasi pengembangan potengpelaang seta
infrastrutktur pendukung investasi;

penyelenggaraan penyusunan data potensi dan pdaluasiasi serta

pemetaan kebutuhan infrastruktu pendukung investasi

(4) Uraian Tugas Kepala Bidang Penanaman Modal adalzmsai berikut :

a.
b.

menyusun rencana dan program kerja bidang penanaiodal;
membagi dan mengarahkan tugas kepada bawahan dodsatas
rumusan tugas dan potensi bawahan agar tugas dggutegjawab
dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;

mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaaas tBjdang
Penanaman Modal berdasarkan program kerja yarigde&tapkan;
mengkaji dan memeriksa bahan rencana dan prograja Biglang
penanaman modal,

menyusun konsep petunjuk teknis lingkup penananaiam
melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan apgonan
lingkup informasi penanaman modal dan promosi daseta bina
potensi dan kerjasama investasi;

menyusun bahan perencanaan pelaksanaan Standayarfaela
Minimal (SPM) bidang penanaman modal;

melaksanakan koordinasi pembinaan dan penyusunsngamaan
pembangunan lingkup penanaman modal;

merumuskan dan/atau mengkaji rencana strategiswidpigdananaman
modal;

membuat telaah staf bidang penanaman modal untrkmpangan
pengambilan keputusan Kepala Badan;

menyusun laporan pelaksanaan kebijakan di bidangr@enan modal
kepada Kepala Badan,;

l. mengoreksi ...
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mengoreksi dan/atau menandatangani/memaraf konsep naskah
dinas sesuai dengan bidang tugas dan kewenanggndymilikinya
berdasarkan peraturan perundang-undangan yangugerla

. melakukan pembinaan, monitoring, evaluasi, dan poetn
pelaksanaan perencanaan lingkup Bidang Penanamdal;Mo

. menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijd&arah
bidang koordinasi promosi dan penanaman modal daera

. menyelenggarakan, pembinaan, dan pengendalianspelakn tugas
pokok dan fungsi bidang penanaman modal;

. menyelenggarakan penetapan program Kkerja bidanganperan
modal;

. menyelenggarakan penetapan kebijakan teknis bigeanaman
modal sesuai dengan kebijakan umum Badan;
menyelenggarakan perumusan serta penetapan prordasi
penanaman modal;

. menyelenggarakan fasilitasi program, pengendaligarpmosi,
pelayanan, dan fasilitasi penanaman modal sertagepamangan
penanaman modal,

menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengastansi
pemerintah,swasta, dan lembaga terkait lainnya kuklancaran
pelaksanaan kegiatan bidang penanaman modal,

. menyelenggarakan koordinasi penyusunan Rencande@&radan
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPRippran
Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daedamn
Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah jiBllBng serta
pelaksanaan evaluasi dan pelaporan yang meliputggoelalian,
promosi, pelayanan dan fasilitasi penanaman modatta s
pengembangan penanaman modal,

. menyelenggarakan koordinasi kegiatan teknis dalaangka
penyelenggaraan pelayanan umum kooordinasi promdan
penanaman modal;

. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pangan
pengambilan kebijakan Kepala Badan;

. menyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan tekeniggmdalian;

. menyelenggaraan pengendalian, monitoring, dan @&ap

penanaman modal;

Z. menyelenggarakan ...
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z. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan tgkamosi;

aa. mengyelenggaraan pengkajian bahan kebijakaistpkngembangan
materi promosi;

bb. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakamstglelayanan dan
fasilitasi investasi;

cc. melaksanakan koordinasi pelayanan dan fasilitesstasi dengan unit
kerja dan stakeholders terkait;

dd. menyelenggarakan penyusunan bahan dan faspiédesyanan serta
investasi;

ee. menyelenggarakan pelayanan dan fasilitasitasies

ff. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakaggmabangan potensi
dan peluang serta infrastruktur pendukung investasi

gg. menyelenggarakan koordinasi pengembangan potims peluang
serta infrastruktur pendukung investasi;

hh. menyelenggarakan penyusunan data potensi damangeinvestasi
serta pemetaan kebutuhan infrastruktur pendukurestasi;

ii. menyelenggarakan dan fasilitasi promosi;

jl. menyelenggarakan penyusunan agenda promosi;

kk. melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKPBmerintah
Provinsi dan Pemerintah Pusat;

Il. melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinaruasebidang
tugasnya.

(5) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaidienaksud pada
ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Penanaman Mowambawahkan :
a. Subbidang Informasi Penanaman Modal dan Promosiabae

b. Subbidang Bina Potensi dan Kerjasama Investasi.

Paragraf 1

Subbidang Informasi Penanaman Modal dan Promosiabae

Pasal 23

(1) Subbidang Informasi Penanaman Modal dan PromosrabDadipimpin

oleh seorang Kepala Subbidang.

(2) Kepala Subbidang Informasi Penanaman Modal dan é8orDaerah
mempunyai tugas pokok dan melaksanakan sebagias Kegpala Bidang
Penanaman Modal lingkup informasi penanaman modal promosi

daerah.

(3) Untuk ...
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(3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimgbadd ayat

(2), Kepala Subbidang Informasi Penanaman Modal Besmosi

Daerah mempunyai fungsi :

a.

penyusunan program dan rencana kerja lingkup irderm
penanaman modal dan promosi daerabh;

penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup informasingmaman
modal dan promosi daerah;

pelaksanaan lingkup informasi penanaman modal damgsi
daerah yang meliputi seminar, pameran, temu ugarairiman
dan penerimaan misi penanaman modal dalam rangkaogsr
dan pemasaran daerah, baik di dalam dan di luaerneign
falitasi promosi dan pemasaran produksi dan perdsug
pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaarkuping
informasi penanaman modal dan promosi daerabh;

pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis mddsign
penanaman modal dan promosi daerah;

pelaksanaan penyusunan bahan pedoman dan fasilitasi
pengendalian yang meliputi pemantauan, pembinaam d
pengawasan penanaman modal dan promosi daerah;
pelaksanaan dan fasilitasi pengendalian penananwalnidan
promosi daerabh;

pelaksanaan penyusunan pengelolaan data dan irsiorma
penanaman modal dan promosi daerah;

pelaksanaan penyusunan pengelolaan pelaporan Bgorm
penanaman modal dan promosi daerabh;

pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis promo
penanaman modal di dalam dan luar negeri;

pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis péaggan
materi promosi dalam dan luar negeri;

pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan promosindalan luar
negeri;

pelaksanaan promosi terpadu di dalam dan luar neger
penyiapan penyusunan bahan kebijakan dan pengkgglams
promosi penanaman modal dan promosi daerah;

pelaksanaan penyusunan bahan pelaksanaan koordeahkass
pelayanan investasi dan promosi daerah dengan dauit
stakeholders terkait;

p. pelaksanaan ...
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p. pelaksanaan penyusunan bahan dan fasilitasi pelayan
penanaman modal dan promosi daerabh;
g. pelaksanaan pengendalian dan monitoring pelaksanaa
penanaman modal dan promosi daerah.
(4) Uraian Tugas Kepala Subbidang Informasi PenanamadaMdan
Promosi Daerah adalah sebagai berikut :

a. menyusun rencana dan program Kkerja Subbidang lafirm
Penanaman Modal dan Promosi Daerah;

b. membagi dan mengarahkan tugas kepada bawahan drbsatas
rumusan tugas dan potensi bawahan agar tugas rigguteg jawab
dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;

c. mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaanaté&eg
Subbidang Informasi Penanaman Modal dan Promogsiabazsuai
dengan kebijakan umum daerah;

d. menyiapkan bahan rumusan kebijakan teknis lingkufporimasi
penanaman modal;

e. mengumpulkan dan menganalisis data lingkup informas
penanaman modal dan modal dan promosi daerah;

f. menyiapkan bahan koordinasi penyususnan perencanaan
pembangunan lingkup seminar, pameran, temu usamagirjgnan
dan penerimaan misi penanaman modal;

g. melakukan promosi dan pemasaran daerah, baik damddan luar
negeri dan falitasi promosi dan pemasaran produétan
perdagangan;

h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan per@ac
lingkup informasi penanaman modal dan promosi daera

I. menyusun dan/atau mengoreksi naskah dinas sesngarddata
naskah untuk ditandatangani Pimpinan;

j. menyusun dan/atau menyiapkan bahan penyusunan neenca
strategis lingkup informasi penanaman modal dampsb daerah;

k. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Subbidangrmasi
Penanaman Modal dan Promosi Daerah kepada Kepdandi
Penanaman Modal;

|. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknisogrodalam
dan luar negeri;

m. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknisepdaangan

materi promosi dalam dan luar negeri;

n .melaksanakan ...
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. melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan promodandaan luar

negeri;

. melaksanakan promosi terpadu baik di dalam damiegeri;
. melaksanakan penyusunan bahan promosi dalam damelgeri;

. melaksanakan penyusunan bahan pedoman teknis edaks

promosi di dalam dan luar negeri;
melaksanakan penyiapan bahan identifikasi kelayaleent

promosi dalam dan luar negeri;

. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebapan

pertimbangan pengambilan kebijakan;

melaksanakan penyusunan agenda promosi dalam alamelgeri;

. melaksanakan penyiapan pelaksanaan fasilitasi ta@gipromosi

dalam dan luar negeri;

. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan $abbi

informasi penanaman modal dan promosi daerah;

. melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKPIneHAatah

Provinsi dan Pemerintah Pusat;

. melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinanasdsidang

tugasnya.

Paragraf 2
Subbidang Bina Potensi dan Kerjasama Investasi

Pasal 24

(1) Subbidang Bina Potensi dan Kerjasama Investasmgipi oleh Kepala

(2)

3)

Subbidang.

Kepala Subbidang Bina Potensi dan Kerjasama Insiestampunyai tugas

pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala BidangnBeran Modal

lingkup bina potensi dan kerjasama investasi.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimgksda ayat (2),

Kepala Subbidang Bina Potensi dan Kerjasama Insiestaempunyai

fungsi :

a. penyusunan program dan rencana kerja lingkup bioi@npgi dan
kerjasama investasi;

b. penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup bina potdas kerjasama

investasi;

c. pelaksanaan ...
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c. pelaksanaan lingkup bina potensi dan kerjasamatasieyang meliputi
penyusunan peta potensi dan identifikasi potensibseundaya daerah,
usulan bidang-bidang usaha potensial, fasilitasap@&man modal,
penyiapan materi perjanjian kerjasama penanamaralno@mbangun
kemitraan usaha kerjasama, pelaksanaan koordinas@jasama
penanaman modal serta pembinaan potensi usaha daagka
pengembangan penanaman modal; dan

d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup birenpotan kerjasama
investasi;

e. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis mesgen bina
potensi dan kerjasama penanaman modal;

f. pelaksanaan penyusunan bahan pedoman dan fasggagendalian
yang meliputi pemantauan, pembinaan, dan pengawasanpotensi
dan kerjasama penanaman modal;

g. pelaksanaan penyusunan pengelolaan data dan isiorpaensi
penanaman modal dan kerjsama investasi;

h. pelaksanaan penyusunan pengelolaan pelaporan lotgmsp dan
promosi daerabh;

i. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis progpmemanaman
modal dan kerjasama investasi di dalam dan luagmeg

j. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis méeaggan materi
promosi dan kerjasama investasi dalam dan luarnege

k. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan promoske@asama investasi
dalam dan luar negeri;

|. pelaksanaan promosi terpadu di dalam dan luar neger

m.pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis mpaggan potensi
dan peluang investasi;

n. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pengembangatensi dan
peluang investasi;

0. pelaksanaan penyusunan data potensi dan peluaggjasi

p. pelaksanaan penyusunan bahan dan fasilitasi pelaypenanaman
modal dan kerjasama investasi;

g. pelaksanaan pengendalian dan monitoring pelaksapaaanaman
modal dan kerjasama investasi.

(4)Uraian Tugas Kepala Subbidang Potensi dan Kerjadawestasi adalah
sebagai berikut :

a. menyusun rencana dan program kerja Subbidang Bitens! dan

Kerjasama Investasi;

b. membagi ...
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membagi dan mengerahkan tugas kepada bawahan dodeatas
rumusan tugas dan potensi bawahan agar tugas niggutey jawab
dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;

mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaaniatéeg
Subbidang Bina Potensi dan Kerjasama Investasiasedengan
kebijakan umum daerabh;

mengumpulkan dan menganalisis data lingkup binaensotdan
kerjasama investasi;

menyiapkan bahan rumusan kebijakan teknis lingkoa potensi dan
kerjasama investasi;

menyiapkan bahan koordinasi penyusunan perencgaemabangunan
lingkup peta potensi dan identifikasi potensi sundsya daerah;
melaksanakan usaha potensial dan memfasilitasnpeman modal;
melaksanakan kerjasama penanaman modal dan membangu
kemitraan usaha kerjasama;

melaksanakan koordinasi kerjasama penanaman modal d
pembinaan potensi usaha dalam rangka pengembarmyamgman
modal,

melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan per@sac lingkup
bina potensi dan kerjasama investasi;

membuat telaahan staf mengenai perencanaan penmaanijugkup
bina potensi dan kerjasama investasi untuk pertigya
pengambilan keputusan Kepala Bidang Penanaman Modal
menyusun dan/atau mengoreksi naskah dinas sesngarderlata
Naskah untuk ditandatangani pimpinan;

. menyusun dan/atau menyiapkan bahan penyusunaniReStategis
lingkup bina potensi dan kerjasama investasi;

menyusun laporan pelaksanaan kegiatan SubbidarsgFRitensi dan
Kerjasama Investasi kepala Kepala Bidang Penanfodal;
melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknisepdrangan
potensi dan peluang investasi;

melaksanakan penyusunan bahan  fasilitasi pelaksanaa
pengembangan potensi dan peluang investasi;

melaksanakan  penyusunan bahan  koordinasi pelaksanaa
pengembangan potensi dan peluang investasi;

melaksanakan koodinasi dan fasilitasi pengembanmdansi dan

peluang investasi;

s. melaksanakan ...
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s. melaksanakan penyusunan bahan telaan staf sebaagjaan b
pertimbangan pengambilan kebijakan;

t. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Sargpidina
Potensi dan Kerjasama Investasi;

u. melaksanakan penyiapan pelaksanaan fasilitasi te@egigpromosi
dalam dan luar negeri;

v. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan $ablgi informasi
penanaman modal dan promosi daerah;

w. melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKPDneRatah
Provinsi dan Pemerintah Pusat;

X. melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinamuasekidang

tugasnya.

BAB IlI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
Pasal 25

Tugas Pokok, fungsi, uraian tugas dan Tata Kerjauaa Organisasi
Unit Pelaksana Teknis diatur lebih lanjut oleh \i@ia.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 26

(1) Kelompok jabatan fungsional pada Badan terdiri ategimlah tenaga
dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi ddbembagai kelompok
sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fumgdi yang diangkat
oleh Walikota atas usul Kepala Badan.

(3) Pembentukan jenis, jenjang dan jumlah jabatan fangkditetapkan oleh
Walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerjaasdengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 27

Rincian Tugas Pokok dan Fungsi ini merupakan laandag&erja bagi Satuan

Organisasi di lingkungan Badan, dan wajib untullldibnakan.

BAB ...
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BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku,arka@tentuan Pasal 2 sampai
dengan Pasal 20 Peraturan Walikota Bandung NombiTdhun 2008 tentang
Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Organisasbhga Teknis Daerah

Kota Bandung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggahdangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahg@ngundangan
Peraturan Walikota ini, dengan penempatannya d&anta Daerah Kota

Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 17 Juni 2010
WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA
Diundangkan di Bandung
pada tanggal 17 Juni 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

EDI SISWADI

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2010 NOMOR 25



